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KATA PENGANTAR
Penelitian dengan fokus “Percepatan Akreditasi SekolahMelalui Pembiayaan Mandiri” ini merupakan bagian dari 
tema besar tentang Isu Mutu Sekolah (Akreditasi, SNP) seperti 
yang tercantum di dalam Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian 
Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan 
Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
0065/H2/KP/2017, tanggal 5 Januari 2017.
Perlunya percepatan akreditasi sekolah melalui pembiayaan 
mandiri sangat terkait dengan tema Hari Pendidikan Nasional 
Tahun 2017, yaitu “Percepat Pendidikan yang Merata dan 
Berkualitas”, yang berarti perlu upaya mempercepat terwujudnya 
sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) 
secara merata yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 
Namun demikian, hal tersebut masih jauh dari harapan, sebab 
akreditasi sekolah untuk mengetahui ketercapaiannya terhadap 
SNP belum dapat menjangkau seluruh sekolah yang ada.
Penelitian ini berupaya untuk membuat konsep percepatan 
akreditasi sekolah melalui pembiayaan mandiri yang disesuaikan 
dengan minat, tanggapan dan kesanggupan  masyarakat sekolah. 
Oleh karena itu, konsep yang dihasilkan di dalam penelitian 
ini langsung dimintakan tanggapan kepada   para stakeholders 
pendidikan terutama kepala sekolah.
Jakarta, November 2018
Tim Peneliti
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hasil akreditasi sekolah merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam menentukan kualitas suatu sekolah. Idealnya, semakin tinggi nilai 
akreditasinya akan semakin tinggi mutu sekolah tersebut. Hal 
ini membuktikan bahwa akreditasi sekolah dapat dijadikan 
pendorong untuk terwujudnya pendidikan yang berkualitas.
Tema peringatan Hari Pendidikan Nasional 2017 adalah 
“Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas”. Artinya, 
harus dilakukan percepatan akreditasi yang disertai dengan 
perluasan jangkauan agar peningkatan kualitas terjadi dalam 
waktu dekat secara merata. Berkaitan dengan hal tersebut, 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi 
menegaskan pentingnya upaya terobosan dalam pelaksanaan 
program dan kebijakan pendidikan, salah satu contohnya 
adalah perlunya pembiayaan akreditasi oleh sekolah.Muhajir 
Effendi di dalam Rakornas I BAN-SM yang diselenggarakan 
di Tangerang Selatan pada tanggal 5 Februari 2017 juga 
mengatakan bahwa  pemerintah mendorong sekolah dasar dan 
menengah untuk bisa membiayai akreditasi secara mandiri 
(http://www.pikiranrakyat.com/pendidikan/2017/02/07/4058-
sekolah-belum-terakreditasi-392798).
Pembiayaan akreditasi oleh sekolah atau pembiayaan secara 
mandiri yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan tersebut  sangat beralasan,sebab dana yang 
disediakan oleh pemerintah melalui APBN setiap tahunnya 
tidak mencukupi untuk mengakreditasi seluruh sekolah 
2yang memerlukan akreditasi. Berdasarkan hasil wawancara 
tim peneliti dengan Syamsir Alam, MA. Sekretaris Badan 
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) diperoleh 
informasi bahwa target penuntasan akreditasi dalam siklus lima 
tahun sulit diwujudkan, sebab kuota akreditasi yang diterima 
dari APBN melalui Badan Penelitian dan Pengembangan, 
Kemendikbud hanya 30.000 sekolah/madrasah per tahun, 
sedangkan sekolah/madrasah yang harus diakreditasi sebanyak 
50.000 per tahun.  Fakta yang serupa terjadi di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (NTT), yaitu adanya 50 persen sekolah di NTT 
belum diakreditasi; dari sekitar 8.000 sekolah hanya sekitar 
4.000 sekolah yang terakreditasi,namun hingga akhir tahun 
2016, dan pada tahun 2016 hanya mendapat kuota 532 sekolah 
(Simon R. K. 2016).
Kasus lainnya adalah di DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan 
salah satu provinsi yang mengalokasikan dana untuk 
mengakreditasi 330 sekolah dan mendapat kuota dari APBN 
sebanyak 309 sekolah pada tahun 2017. Dengan demikian 
DKI Jakarta mampu mengakreditasi 639 sekolah pada tahun 
2017, padahal sekolah yang sudah habis masa akreditasinya 
pada tahun tersebut sebanyak 841 sekolah. Dari kemampuan 
tersebut berarti terdapat 202 sekolah yang tidak diakreditasi, 
padahal masa berlaku akreditasinya sudah habis pada tahun 
tersebut (lihat Tabel 1.1).
3Tabel 1.1  Kondisi Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2017 
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SD 609 570 39 151 285 436 173
SMP 179 164 15 119 45 164 15
SMA 53 42 11 39 - 39 14
JUMLAH 841 776 65 309 330 639 202
Sumber: Endang Abutarya, 2017.
Kondisi sekolah menurut hasil akreditasi secara nasional dapat 
disimpulkan bahwa belum semua sekolah dapat diakreditasi, 
padahal seharusnya sudah waktunya untuk diakreditasi. 
Dengan kata lain, akreditasi sekolah secara nasional belum 
mampu mengakreditasi semua sekolah, sebab hingga akhir 
tahun 2016 hanya 83,18 persen (165.037 sekolah) yang sudah 
diakreditasi dari 198.410  sekolah (SD, SMP, dan SMA). Dengan 
demikian  masih ada 16,82 persen (33.373 sekolah) yang belum 
diakreditasi (lihat Tabel 1.2).
4Tabel 1.2  Jumlah Sekolah Berdasarkan Hasil Akreditasi Nasional 
Hingga Akhir Tahun 2016
Jenjang sekolah SD SMP SMA Jumlah
Jumlah seluruh sekolah (N) *  147.503 37.763 13.144 198.410
Sudah 
diakreditasi **
%
n  121.217 31.982 11.838 165.037 
82,18 84,69 90,6 83,18
Belum 
diakreditasi **
%
n 26.286 5.781 1.306 33.373
17,82 15,31 9,94 16,82
Peringkat 
Akreditasi**
A
n 29.153 12.232 5.534 46.919 
% 19,76 32,39 42,10 23,5
B
n 71.552 13.736   4.548 89.836 
% 48,51 36,37 34,60 45,28
A+B
n 100.705 25.968 10.082 136.755 
% 68,27 68,77 76,70 68,3
C
n    18.139 5.278 1.504  24.921 
% 12,30 13,98 11,44 12,56
TT
n 2.373  736 252 3,361 
% 1,61 1,95 1,92 1,69
Sumber: *Kemendikbud a, b, dan c. 2017; **BAN S/M a, 2017.
Beban pemerintah untuk mengakreditasi sekolah akan terus 
meningkat setiap tahunnya, sebab selain sekolah yang belum 
diakreditasi di atas juga akan ditambah dengan sekolah yang 
harus diakreditasi ulang setiap lima tahun. Sebagai contoh, 
pada tahun 2017BAN S/M seharusnya mengakreditasi sekolah 
sebanyak 33.373 sekolah yang belum pernah terakreditasi, dan 
ditambah dengan sekolah hasil akreditasi tahun 2011 yang 
harus diakreditasi ulang pada tahun 2017 sebanyak 32.791 
(lihat Tabel 1.3). Dengan demikian, sekolah (SD,SMP, dan 
5SMA) yang  harus diakreditasi pada tahun 2017 sebanyak 
66.164 sekolah (33.373 + 32.791). 
Tabel 1.3  Hasil Akreditasi Sekolah (SD, SMP, dan SMA) Tahun 
2010-2016
Tahun
 
Total         
Sekolah*
Hasil  Akreditasi Jumlah Sekolah yang Diakreditasi**
A B A+B C TT n %
2016 198.410 15.015 19.575 34.590 3.402 217 38.209 -
2015 197.248 6.492 13.574 20.066 4.412 491 24.969 -
2014 196.544 6.545 11.740 18.285 2.761 388 21.434 -
2013 196.169 1.546 4.070 5.616 1.422 135 7.173 -
2012 195.906 5.989 12.947 18.936 3.663 508 23.107 -
2011 192.148 6.991 18.474 25.465 6.321 1,.05 32.791 -
2010 188.400 4.341 9.456 13.797 2.940 617 17.354 -
Jumlah 198.410 46.919 89.836 136.755 24.921 3.361 165. 037 83.18
Rerata  Sekolah yang Diakreditasi    2010-2016 23.577  
Sumber: *Kemendikbud a, b, dan c. 2017; **BAN S/M a, 2017.
Tuntutan untuk mengakreditasi SD, SMP dan SMA sebanyak 
66.164 sekolah pada tahun 2017 tersebut tidak mungkin 
dapat dipenuhi oleh BAN S/M, sebab BAN S/M sejak tahun 
2010 hingga tahun 2016 rata-rata hanya memiliki kuota 
sebanyak 23.577 dan kuota tertinggi hanya 38.209 sekolah 
yang terjadi pada tahun 2016.Jika kuota yang dijadikan dasar 
penghitungan adalah 30.000 sekolah per tahun seperti yang 
disampaikan oleh Sekretaris BAN S/M, Bp. Syamsir Alam, 
MA., maka sekolah yang belum dapat diakreditasi tahun 2017 
adalah  36.164  sekolah (66.164 – 30.000).
6Tabel 1.4  Beban Pemerintah untuk Akreditasi Sekolah Tahun 
2017
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SD 26.286 25.050 51.336 
23.577
(rerata 
2010-2016)
 42.587 
SMP  5.781 5.611 11,.92 
SMA
1.306 2.130 3.436 
Jumlah 33.373 32.791 66.164 30.000 (Syamsir A) 36.164
Sumber: Kemendikbud a, b, dan c. 2017; BAN S/M a, 2017.
Tuntutan jumlah sekolah yang harus diakreditasi diatas akan 
semakin tinggi lagi ketika dikaitkan dengan Program Percepatan 
Pendidikan yang merata dan berkualitas sebagaimana yang 
dicanangkan atau menjadi tema dalam peringatan Hari 
Pendidikan Nasional 2017. Percepatan pendidikan yang merata 
dan berkualitas harus diawali dan disertai dengan pengukuran 
mutu sekolah sesuai dengan standar, yaitu akreditasi sekolah; 
tanpa akreditasi, mutu sekolah tidak dapat diketahui secara 
objektif.
Akreditasi sekolah menurut Permendikbud Nomor 59 tahun 
2012 tentang Badan Akreditasi Nasional dapat dilakukan 
lima tahun sekali dan dimungkinkan untuk dilakukan lagi 
meskipun belum mencapai lima tahun. Berdasarkan ketentuan 
tersebut, maka bagi sekolah yang berakreditasi rendah (C dan 
7TT/tidak terakreditasi) dapat melakukan akreditasi ulang 
untuk memperbaiki peringkat akreditasinya. Terdapat 24.921 
sekolah  (SD,SMP, dan SMA) berakreditasi C dan 3.361sekolah 
(SD, SMP, dan SMA) yang berakreditasi TT sangat memerlukan 
akreditasi ulang.  Jika akreditasi ulang terhadap sekolah tersebut 
tidak dilakukan dikarenakan kurangnya kuota, maka target 
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Renstra Kemendikbud tidak akan tercapai. Sebagaimana telah 
dijelaskan di dalam Renstra tersebut bahwa Kemendikbud 
menargetkan SD/SDLB setidaknya berakreditasi B sebanyak 72 
persen, SMP/SMPLB 68 persen, dan SMA/SMALB 81,83 persen 
pada tahun 2017 (Kemendikbud, 2015).
Percepatan pelaksanaan akreditasi terhadap suatu sekolah 
sangat diperlukan, selain untuk segera dapat memenuhi 
akuntabilitas publik juga memiliki dampak yang bersifat 
pragmatis bagi sekolah, antara lain: 1) bagi SMA/SMK, status 
akreditasi memiliki dampak terhadap kuota siswa yang dapat 
diterima sebagai calon mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN, 
sehingga hal ini menjadi program yang menarik bagi semua 
komunitas sekolah; 2) status akreditasi menentukan dapat 
dan tidaknya sekolah menyelenggarakan Ujian nasional (UN), 
sehingga setiap sekolah menghendaki percepatan akreditasi 
agar dapat menyelenggarakan UN secara mandiri; 3) status 
akreditasi sekolah memberikan jaminan kepada masyarakat 
untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu; 4) 
terwujudnya sekolah yang terakreditasi baik (B dan A) dalam 
waktu singkat berarti mendukung keberhasilan program 
percepatan pendidikan yang merata dan berkualitas; 5) 
keberhasilan akreditasi dapat mempercepat terlaksananya 
zonasi sekolah, sebab masyarakat tidak perlu lagi mencari 
sekolah yang lebih jauh dari tempat tinggalnya dikarenakan 
mengejar status akreditasi (khususnya akreditasi A).
8Simpulan dari uraian di atas adalah bahwa status akreditasi 
sangat penting, khususnya  bagi sekolah dan umumnya bagi 
pembangunan di bidang pendidikan. Namun demikian, dana 
yang tersedia dari pemerintah untuk pelaksanaan akreditasi 
pada setiap tahunnya tidak mencukupi untuk seluruh 
sekolah, sehingga diperlukan pemberdayaan bagi sekolah-
sekolah yang mampu untuk melakukan pembiayaan secara 
mandiri untuk mengakreditasi sekolahnya. Selain itu, upaya 
percepatan akreditasi juga perlu segera dilakukan agar target 
pembangunan pendidikan  segera tercapai, dan peserta didik 
juga segera mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai 
standar.
Percepatan akreditasi sekolah melalui pembiayaan mandiri 
oleh sekolah akan sedikit terkendala oleh peraturan 
perundangan yang berlaku. Sebagaimana diatur di dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
Pasal 14, Pasal 23, dan Pasal 24, bahwa penyelenggaraan dan/
atau fasilitasi terhadap akreditasi program pendidikan dan 
satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah daerah. Artinya pembiayaan di 
dalam akreditasi sekolah menjadi tanggungjawab pemerintah, 
dan tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk menanggungnya. 
Target ke depannya, peraturan pemerintah ini harus diubah 
agar ada keterlibatan sekolah dalam penyelenggaraan dan 
fasilitasi akreditasi, termasuk di dalamnya dalam pembiayaan. 
Jika selama ini pihak sekolah diperankan sebagai objek yang 
diakreditasi, maka ke depannya perlu diperankan sebagai objek 
sekaligus subjek akreditasi. 
Perubahan peraturan pemerintah bukanlah hal yang 
sederhana, perubahannya harus didasarkan upaya pencapaian 
pembangunan dan manfaat yang lebih maksimal dan yang lebih 
9utama lagi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan publik. 
Kajian ini penting untuk dilakukan karena akreditasi bagi 
sekolah merupakan kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan 
sebagai sekolah yang telah memenuhi delapan Standar Nasional 
Pendidikan. Ketercapaian standar nasional pendidikan 
memberikan indikator bahwa sekolah telah dikelola dengan 
profesional sehingga dapat memberikan layanan pendidikan 
yang bermutu. Hal ini akan memberikan kepercayaan terhadap 
masyarakat apabila orang tua murid menyekolahkan anaknya 
pada sekolah yang terakreditasi dengan mempunyai harapan 
anaknya akan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. 
Dengan demikian percepatan akreditasi dengan biaya mandiri 
memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan yang 
memiliki kemampuan pembiayaan dapat mengajukan untuk 
dilakukan akreditasi.  
Oleh karena itu, kajian ini selain untuk menemukan konsep 
mempercepat pelaksanaan akreditasi juga hendak menggali 
informasi mengenai kesiapan dan tanggapan sekolah tentang 
percepatan akreditasi melalui pembiayaan mandiri. Dengan 
demikian akan diperoleh dasar dan alasan yang kuat mengenai 
kelayakan pelaksanaan percepatan akreditasi sekolah melalui 
pembiayaan mandiri, dan sekaligus dasar awal untuk 
perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan.
B.   Pertanyaan Penelitian
1.  Seperti apakah percepatan pelaksanaan akreditasi 
dilakukan?
2.  Bagaimana kesiapan sekolah untuk melakukan 
percepatan akreditasi guna mendapatkan atau 
meningkatkan status akreditasinya?
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3. Bagaimana tanggapan dan kesiapan pemerintah
daerah dalam melakukan percepatan akreditasi?
C.   Tujuan Penelitian
1. Menemukan konsep percepatan pelaksanaan
akreditasi sekolah.
2. Menemukan kesiapan sekolah untuk melakukan
percepatan akreditasi.
3. Menemukan tanggapan dan kesiapan pemerintah
provinsi dan/atau daerah untuk melakukan percepatan 
akreditasi.
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Akreditasi Sekolah
Kebijakan tentang akreditasi sekolah berawal dari suatu pemikiran dan juga kebutuhan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. 
Oleh karena itu, diperlukan kriteria-kriteria atau standar yang 
dapat dijadikan acuan dalam  menentukan tingkatan mutu. 
Bagi sekolah yang memenuhi atau melampaui standar dapat 
dikatakan sebagai sekolah yang bermutu.
Akreditasi sekolah pada dasarnya merupakan kegiatan 
penilaian terhadap suatu satuan pendidikan atau sekolah, yang 
dalam menentukan hasil atau tingkatan mutunya didasarkan 
pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penilaiannya 
dilakukan olehpemerintah dan/atau lembaga mandiri yang 
berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau 
satuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, 
berdasarkan kriteriayang telah ditetapkan, sebagai bentuk 
akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, 
transparan dan komprehensif dengan menggunakan 
instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional 
Pendidikan.
Tujuan diadakannya kegiatan akreditasi sekolah/madrasah 
ialah: 1) memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/
madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan 
Standar Nasional Pendidikan; 2) memberikan pengakuan 
peringkat kelayakan; 3) memberikan rekomendasi tentang 
penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau 
satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait; dan 
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4) memberikan pertanggung jawaban kepada pemangku 
kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik. 
Selain memberikan manfaat berupa kejelasan mutu sekolah 
secara umum, akreditasi sekolah juga memiliki beberapa 
manfaat yang bersifat implementatif, antara lain:1) acuan 
dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan 
sekolah/madrasah; 2) umpan balik dalam usaha pemberdayaan 
dan pengembangan kinerja warga sekolah/ madrasah dalam 
rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, 
dan program sekolah/madrasah; 3) motivasi agar sekolah/
madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara 
bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/
kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional; 4) 
bahan informasi bagi sekolah/madrasah untuk mendapatkan 
dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor 
swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana; 
dan 5) acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan 
kewenangan sekolah/madrasah sebagai penyelenggara ujian 
nasional  (BAN-S/M b, 2017).
Hasil akreditasi sekolah juga bermanfaat bagi berbagai 
pihak yang terkait dan berkepentingan dengan pelaksanaan 
pendidikan, misalnya kepala sekolah, guru, masyarakat, peserta 
didik. Kepala sekolah dapat memanfaatkannya sebagai bahan 
pemetaan kelayakan sekolah, kinerja warga sekolah, dan bahan 
penyusunan program dan  RAPBS.  Guru dapat memanfaatkan 
hasil akreditasi sebagai pendorong untuk meningkatkan diri 
dan bekerja guna mempertahankan dan meningkatkan mutu 
sekolah/madrasah, sehingga rasa bangganya terhadap sekolah 
yang terakreditasi baik terpelihara. Masyarakat, terutama 
orang tua peserta didik, dapat memanfaatkan hasil akreditasi 
sebagai informasi yang akurat tentang layanan pendidikan 
yang ditawarkan oleh setiap sekolah/madrasah. Peserta didik 
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dapat memanfaatkan hasil akreditasi untuk lebih memahamai 
layanan pendidikan yang seharusnya diterima. Pemerintah 
dapat menjadikan hasil akreditasi sebagai bahan pertimbangan 
dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan 
nasional.
Dikarenakan adanya unsur pengakuan kualitas di atas, maka 
sangat wajar jika para penyelenggara pendidikan sangat 
tertarik untuk segera diakreditasi agar status kualitasnya 
segera diketahui. Namun demikian, keinginan tersebut 
harus tertunda dikarenakan pemerintah yang memiliki 
kewenangan mengakreditasi dan berkewajiban  mendanai 
akreditasi memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang ada pada 
pemerintah perlu segera dicarikan solusinya, yaitu dengan 
memberdayakan pihak sekolah dan masyarakat untuk terlibat 
di dalam pembiayaan akreditasi.
B. Dasar Peraturan Terkait Akreditasi Sekolah
Berdasarkan  uraian di atas, akreditasi sekolah yang dimaksud 
yaitu proses kegiatan penilaian terhadap suatu satuan 
pendidikan atau sekolah, yang dalam menentukan hasil 
atau tingkatan mutunya didasarkan pada Standar Nasional 
Pendidikan (SNP).
1.  Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang 
Sisdiknas, Pasal 60ayat (1) menjelaskan bahwa akreditasi 
sekolah merupakan upaya untuk menentukan kelayakan 
program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan 
formal dan pendidikan nonformal pada setiap jenjang dan 
jenis pendidikan
2.  PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (SNP) Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa 
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akreditasi merupakan salah satu bagian dari tiga program 
yang terintegrasi, yaitu evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. 
Tiga program tersebut dilakukan dalam rangka penjaminan 
dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan 
SNP. Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa 
akreditasi merupakan salah satu cara untuk menentukan 
bahkan menjadi penjaminan mutu suatu sekolah. Dengan 
demikian, semakin banyak jumlah sekolah yang sudah 
teridentifikasi melalui akreditasi akan semakin jelas status 
mutu sekolah di Indonesia.
3.  PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan  Pasal 14, Pasal 23, dan Pasal 
24 menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan/atau fasilitasi 
terhadap akreditasi program pendidikan dan satuan 
pendidikan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah daerah.
4.  PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
PP No.19 Tahun 2005, Pasal 87, ayat (2a) menjelaskan 
bahwa pemerintah provinsi mengalokasikan dana untuk 
pelaksanaan akreditasi sekolah.
5.  Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 
Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan 
Akreditasi Nasional (BAN). Permendikbud mengatur 
tentang BAN yang meliputi BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-
PNF. Masing-masing badan tersebut didudukkan sebagai 
badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan 
program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar 
dan menengah jalur formal, pendidikan tinggi, dan satuan 
dan program pendidikan jalur pendidikan nonformal.
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C. Konsep Pembiayaan Mandiri untuk Percepatan 
Akreditasi Sekolah Sekolah
1.  Peserta Percepatan Akreditasi Sekolah
Peserta akreditasi pada pembahasan selanjutnya perlu 
dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:
a. Sekolah Reguler
Sekolah reguler adalah sekolah yang menjadi 
peserta akreditasi pada tahun berjalan adalah 
sekolah yang proses akreditasinya dibiayai oleh 
pemerintah atau pemerintah provinsi. Artinya 
sekolah tersebut masuk dalam kuota pembiayaan 
akreditasi sehingga secara otomatis sekolahnya 
akan diakreditasi atas biaya pemerintah. 
b. Sekolah Nonreguler
Sekolah Nonreguler adalah sekolah yang menjadi 
peserta akreditasi pada tahun berjalan atas biaya 
mandiri. Artinya sekolah tersebut tidak masuk 
dalam kuota pembiayaan akreditasi, sehingga 
harus mengeluarkan biaya secara mandiri. 
2. Pembiayaan Percepatan Akreditasi Sekolah
a. Sumber Biaya.
Penyelenggaraan akreditasi sekolah merupakan 
tanggung jawab pemerintah. Permendikbud 
Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Badan Akreditasi 
Nasional Pasal 15 Ayat (1) mencantumkan 
bahwa untuk mendukung kegiatan akreditasi, 
BAN mendapat dukungan sarana, prasarana 
dan anggaran dari Kementerian. Kemudian 
di dalam Pasal 13 Ayat (7) juga dicantumkan 
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bahwa Pemerintah Provinsi mengalokasikan 
dana untuk membantu pelaksanaan akreditasi 
pendidikan nonformal. Peraturan pemerintah 
(PP) juga mencantumkan adanya dana untuk 
penyelenggaraan akreditasi, yaituPP Nomor 13 
Tahun 2015 Pasal 87, ayat (2a) yang menjelaskan 
bahwa pemerintah provinsi mengalokasikan 
dana untuk pelaksanaan akreditasi sekolah.
Dari peraturan-peraturan yang berlaku di atas 
sudah jelas bahwa biaya akreditasi sekolah 
pada dasarnya disediakan oleh pemerintah 
dan pemerintah provinsi, dan didukung oleh 
PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan  Pasal 14, 
Pasal 23, dan Pasal 24 yang menjelaskan bahwa 
penyelenggaraan dan/atau fasilitasi terhadap 
akreditasi program pendidikan dan satuan 
pendidikan dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. 
Artinya pembiayaan di dalam akreditasi 
sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah, 
dan tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk 
menanggungnya.
b. Mencari Sumber Pembiayaan Alternatif  dalam
Akreditasi.
Dilihat dari peraturan yang berlaku, sumber
biaya akreditasi adalah dari APBN dan APBD
Provinsi. Namun demikian, karena anggaran
yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah 
provinsi selalu kurang pada setiap tahunnya,
maka upaya mencari alternatif pembiayaan
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akreditasi perlu dilakukan. Kepala sekolah yang 
mengingnkan sekolahnya diakreditasi  tetapi 
tidak masuk dalam daftar sekolah yang akan 
diakreditasi dikarenakan keterbatsan dana/
kuota dapat mengajukan diri untuk diakreditasi 
melalui pembiayaan secara mandiri. Pembiayaan 
secara mandiri ini dapat diperoleh sekolah 
melalui penggalangan dana yang dilakukan oleh 
Komite Sekolah. Cara ini merupakan salah satu 
upaya alternatif untuk  memperoleh dana dalam 
membiayai akreditasi.
Keterlibatan orangtua atau masyarakat dalam 
pembiayaan akreditasi, selain dapat mempercepat 
terwujudnya sekolah yang bermutu secara 
legal, juga dalam rangka meningkatkan peran 
masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan. 
Hal ini sangat dimungkinkan, sebab selama ini 
para orangtua murid, terutama di SD dan SMP 
telah menikmati pendidikan gratis padahal dari 
sisi ekonomi mereka cukup mampu. Potensi 
inilah yang perlu digali atau diberdayakan untuk 
menutupi kekurangan biaya akreditasi. 
Upaya pelibatan atau peningkatan peran 
masyarakat dalam dalam akreditasi sekolah akan 
mengalami sedikit kendala, yaitu terganjal oleh 
PP. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebab dalam 
PP tersebut menempatkan pemerintah sebagai 
pihak yang berwenang dan berkewajiban 
melakukan akreditasi sekolah termasuk di 
dalamnya penyediaan dana. Kebijakan atau 
upaya pengumpulan dana dari masyarakat 
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tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Untuk 
itu, tahap pertama untuk dapat melibatkan 
masyarakat dalam pembiayaan akreditasi adalah 
melakukan revisi oleh PP. Nomor 17 Tahun 
2010 agar di dalamnya mengatur keterlibatan 
masyarakat  dalam pembiayaan akreditasi.
Ada alternatif lain untuk meningkatkan peran 
masyarakat dalam pembiayaan akreditasi sekolah 
yaitu pembiayaan melalui penggalangan dana oleh 
Komite Sekolah. Permendikbud Nomor 75 Tahun 
2016 Tentang Komite Sekolah dapat dimanfaatkan 
sebagai dasar melakukan pembiayaan mandiri 
dalam akreditasi. Permendikbud  Nomor 75 
Tahun 2016 Pasal 10, ayat (1) mencantumkan 
bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan 
dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk 
melaksanakan fungsinya dalam memberikan 
dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta 
pengawasan pendidikan. Kemudian pada Ayat 
(5) dicantumkan bahwa hasil penggalangan 
dana oleh Komite Sekolah dapat digunakan 
untuk: (a) menutupi kekurangan biaya satuan 
pendidikan; dan (b) pembiayaan program/
kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah 
yang tidak dianggarkan. Sekolah yang ingin 
melakukan percepatan akreditasi melalui 
pembiayaan mandiri dapat melakukan 
penggalangan dana yang dilakukan oleh Komite 
Sekolah. Namun demikian, impelementasi dari 
Permendikbud tersebut sering tidak efektif dan 
kurang diindahkan oleh masyarakat, salah satu 
alasannya adalah ada peraturan yang lebih tinggi 
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kedudukannya yang telah mengatur pembiayaan 
di dalam akreditasi sekolah, yaitu PP Nomor 
17 Tahun 2010.Oleh karena itu, peningkatan 
keterlibatan masyarakat dengan melakukan 
perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 merupakan 
langkah utama yang perlu dilakukan.
c. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
aturan dasar dalam pembiayaan akreditasi 
sekolah adalah bersumber dari APBN dan 
APBD Provinsi, namun dapat juga bersumber 
dari orangtua murid melalui Komite Sekolah. 
Untuk dapat membiayai akreditasi sekolah yang 
bersumber dari orangtua murid akan lebih 
baik jika dibuat peraturan perundangan yang 
mengatur hal tersebut. 
Besarnya Biaya dalam Akreditasi Sekolah 
Pembiayaan Mandiri
Di dalam akreditasi atas biaya sendiri, pihak 
sekolah  tidak seharusnya membiayai seluruh 
tahapan akreditasi. Mereka hanya membayar 
biaya pada tahapan-tahapan tertentu. Proses 
atau tahapan yang bersifat kolektif seperti 
pelatihan asesor, pembekalan asesor, validasi 
dan re-evaluasi, verifikasi dan rekomendasi 
hasil penilaian, pleno penetapan hasil akreditasi, 
dan seminar hasil akreditasi tidak dibebankan 
kepada pihak sekolah. Alasannya, tahapan 
seperti ini sudah dibiayai oleh dana APBN dan 
hasil akreditasi dari sekolah peserta akreditasi 
pembiayaan mandiri dapat disertakan di dalam 
pembahasan tersebut. 
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Sekolah peserta akreditasi pembiayaan mandiri hanya 
membiayai untuk tahapan sosialisasi, pengumpulan dan 
pengolahan data, evaluasi dan audit dokumen, penilaian 
akreditasi (visitasi), dan pengendalian mutu pelaksanaan 
akreditasi,validasi dan penulisan sertifikat. Besarnya biaya 
yang harus dibayar oleh sekolah untuk percepatan akreditasi 
melalui pembiayaan mandiri sebesar Rp.7.350.000,- dengan 
rincian sebagai berikut:
Tabel 2.1 Besaran Biaya Akreditasi Mandiri
Tahap Kegiatan yang Dibiayai Sub Jumlah Jumlah
1.   Sosialisasi:   1.175.000 
−	 Uang harian peserta; 1 org x 3 hr x Rp 
100.000,- 300.000  
−	 Paket fullboard; 1 org x 2 hr x Rp 
375.000,- 750.000  
−	 Transport peserta; 1 org x 1 kali x Rp 
125.000,- 125.000  
2.  Pengumpulan dan pengolahan data 
pelaksanaan akreditasi S/M yang akan 
diakreditasi:
         30.000 
−	 Honor pengolahan data akreditasi; 1 
org x Rp 30.000,- 30.000  
3.  Evaluasi dan Audit Dokumen:   60.000 
−	 Honor evaluasi dan analisis hasil 
penilaian dokumen; 2 org x Rp 
30.000,-
         60.000  
4.  Penilaian Akreditasi (Visitasi):   3.450.000 
−	 Transportasi PP Asesor; 2 org x 1 kali 
x Rp 125.000,- 250.000  
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Tahap Kegiatan yang Dibiayai Sub Jumlah Jumlah
−	 Penginapan Asesor; 2 org x 3 hr x Rp 
200.000,-  1.200.000  
−	 Honor Asesor; 2 org x 4 jam x Rp 
250.000,- 2.000.000  
5.  Pengendalian Mutu Pelaksanaan 
Akreditasi:   2.550.000 
−	 Transport anggota dan sekretaris BAP 
-SM; 2 org x 1 kali x Rp 125.000,-       250.000  
−	 Uang harian anggota dan sekretaris 
BAP -SM; 2 org x 3 hr x Rp 250.000,-    1.500.000  
−	 Penginapan anggota dan sekretaris 
BAP-SM; 2 org x 2 hr x Rp 200.000,-       800.000  
6.  Validasi dan Penulisan Sertifikat   50.000 
−	 Honor validasi data; 1 org x Rp 
25.000,- 25.000  
−	 Honor pengisian sertifikat hasil 
akreditasi; 1 org x Rp 25.000,- 25.000  
Jumlah  7.315.000 7.350.000,-Pembulatan
Sumber: Rencana Anggaran dan Belanja BAN S/M (2017)
3.  Mekanisme Pelaksanaan Percepatan Akreditasi Sekolah
Mekanisme atau tahapan percepatan akreditasi pada 
dasarnya sama dengan yang berlaku di dalam akreditasi 
reguler. Perbedaannya, di dalam percepatan ini pihak 
sekolah yang mengajukan diri untuk diakreditasi melalui 
Dinas Pendidikan atau Kanwil/Kantor Kementerian 
Agama, namun pada akhirnya akan ditetapkan hasilnya 
bersamaan dengan akreditasi reguler (lihat Gambar 1). 
Pemilihan waktu penilaian bagi sekolah peserta percepatan 
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akreditasi memerlukan strategi. Dikarenakan tahapan ini 
tidak menggunakan dana dari APBN atau APBD, maka 
waktu pelaksanaanya lebih longgar; bisa lebih awal atau 
akhir sesuai dengan kesiapan sekolah dan ketersediaan 
waktu bagi asesor dan petugas dari BAP S/M. Namun 
demikian tetap harus ditentukan target penyelesaian 
penilaiannya, yaitu setidaknya satu minggu menjelang 
BAP S/M menetapkan hasil akreditasi.
4. Definisi Konsep dan Operasionalisasi Percepatan
Pelaksanaan Akreditasi Melalui Pembiayaan Mandiri
a. Definisi Konsep
Percepatan Pelaksanaan Akreditasi Melalui
Pembiayaan Mandiri adalah melakukan akreditasi
terhadap satuan pendidikan lebih dini dari waktu yang
seharusnya dengan melibatkan satuan pendidikan
dalam pembiayaannya.
b. Operasionalisasi
1) Sasaran Percepatan Akreditasi
Percepatan akreditasi ditujukan bagi: a) Satuan
pendidikan yang peringkat akreditasinya
tidak terakreditasi (TT), C, dan B yang ingin
meningkatkan peringkatnya, tetapi periodisasinya
belum jatuh tempo untuk diakreditasi kembali;
b) Satuan pendidikan terakreditasi A yang sudah
hampir habis masa berlakunya; dan c) Satuan
pendidikan yang belum pernah diakreditasi tetapi
pernah meluluskan siswanya dan menginginkan
untuk segera diakreditasi.
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2) Waktu Pelaksanaan
Percepatan akreditasi dilaksanakan bersamaan 
dan menjadi satu kesatuan dengan dengan 
akreditasi reguler yang dilaksanakan oleh BAP 
S/M di provinsi tempat sekolah peserta percepatan 
akreditasi berada.
3) Pembiayaan 
Pembiayaan dalam ASBM berdasarkan analisis 
data sekunder dan tinjauan pustaka diperoleh 
konsep sebagai berikut: a) dibiayai bersama 
antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah 
dengan sekolah; b) pemerintah pusat mendanai 
biaya ASBM dengan cara mengoptimalkan 
penggunaan dana pelaksanaan akreditasi regular; 
c) pemerintah provinsi mendanai biaya ASBM 
dengan pengalokasian biaya akreditasi di dalam 
APBD Provinsi; dan d)  sekolah peserta ASBM 
membiayai sebagian tahapan dari proses akreditasi 
yang besarnya Rp 7.350.000,-
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Gambar 2.1  Mekanisme Akreditasi sekolah (Percepatan dan 
Reguler Menjadi Satu Paket)
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian studi literatur yang diperkuat 
dengan studi kasus menggunakan metode kualitatif.  
B. Tahapan dan Lokasi Penelitian
1.  Penyusunan Disain Penelitian dan Analisis Data 
Sekunder
Tahapan ini dilakukan untuk menyusun disain 
penelitian dan menganalisis data sekunder sehingga 
ditemukan draf konsep tentang Percepatan Akreditasi 
Sekolah Melalui Pembiayaan Mandiri (PAS MPM). 
Selain itu juga untuk menyusun instrumen yang akan 
digunakan dalam verifikasi dan validasi data di daerah. 
Kegiatan pada tahap ini dilakukan di DKI Jakarta, 
yaitu di Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan 
Kebudayaan, Balitbang Kemendikbud.
2.  Verifikasi dan Validasi Data
Tahapan ini dilakukan untuk melakukan verifikasi 
dan validasi data sehingga ditemukan kepastian 
dan kebenaran tentang: a) data yang menjadi akar 
permasalahan di dalam akreditasi sekolah; dan b) 
konsep PAS MPM yang telah disusun sebelumnya.
Tahapan ini dilakukan di ibu kota provinsi yang 
masing-masing mempunyai karakter yang berbeda 
sehingga terkumpul data dan informasi yang lebih 
beragam, sehingga tergambar kesiapan dan tanggapan 
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sekolah tentang percepatan akreditasi sekolah dengan 
biaya mandiri dari berbagai tingkat kemampuan 
daerah dan sekolah. Adapun lokasinya adalah: 1) 
Provinsi Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin); 
2) Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang); 3) 
Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang); dan 4) Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang).
C. Teknik Pengumpulan Data
1. Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara 
meminta data mentah ke Badan Akreditasi Nasional 
Sekolah/Madrasah (BAN S/M), yaitu hasil akreditasi 
sekolah tahun 2010 hingga 2016. Selain itu, juga 
dilakukan pengumpulan data atau informasi melalui 
tinjauan pustaka terhadap hasil-hasil kajian dan 
dokumen peraturan yang terkait dengan akreditasi 
sekolah. 
2. Pengisian Kuesioner
Pengisian kusioner dilakukan oleh para responden 
yang terdiri dari kepala SD, SMP, SMA, SMK. Teknik 
pengisian kuesioner dilakukan dengan dua cara, 
yaitu: 1) melalui kuesioner dalam bentuk cetakan 
yang diperuntukkan bagi kepala sekolah yang menjadi 
peserta diskusi kelompok terpumpun (DKT); dan 2) 
melalui media sosial (whatsApp) yang diperuntukkan 
bagi responden kepala sekolah yang tidak diundang di 
dalam DKT. Pengisian kuesioner dimaksudkan untuk: 
(a) menjaring informasi tentang minat dan tanggapan 
kepala sekolah terhadap konsep Percepatan Akreditasi 
Sekolah Melalui Pembiayaan Mandiri (PAS MPM), dan 
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(b) kesanggupan sekolah untuk membiayai akreditasi 
dalam PAS MPM. 
3. Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT)
DKT dilakukan untuk mencari data dan informasi 
yang terkait dengan PAS MPM, yang diikuti oleh: 
Tabel 3.1  Data Narasumber dan Peserta DKT
No. Narasumber dan Peserta Jumlah
Narasumber :
1. Kepala Badan Akreditasi Provinsi (BAP 
S/M) 
1 orang
2. Ketua MKKS SD, SMP, SMA, dan SMK 
masing-masing satu orang
4 orang
3. Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan 
Provinsi
1 orang
4. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan 
Kota, Ibu kota provinsi
1 orang
5. Kepala SMA Akreditasi A 1 orang
6. Kepala SMP Akreditasi A 1 orang
Jumlah 9 orang
Peserta:
1. Kepala SMK akreditasi B 1 orang
2. Kepala SD akreditasi A 1 orang
3. Kepala SD akreditasi C 1 orang
4. Kepala SMP akreditasi B 1 orang
5. Kepala SMA akreditasi B 1 orang
6. Kepala SMA akreditasi C 1 orang
7. Kepala SMK akreditasi A 1 orang
8. Kepala SMK akreditasi C 1 orang
Jumlah 8 orang
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D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Pengolahan data sekunder berupa hasil akreditasi sekolah
tahun 2010-2016 menggunakan teknik deskriptif untuk
menghasilkan: (a) rerata kemampuan atau kapasitas BAN
S/M dalam mengakreditasi sekolah setiap tahun; (b)
jumlah sekolah yang harus diakreditasi pada tahun 2017;
dan (c) perkiraan jumlah sekolah yang tidak terakreditasi
pada tahun 2017.
2. Pengolahan data hasil verifikasi data melalui kuesioner
dilakukan dengan teknik deskriptif untuk menentukan
jumlah responden yang memberikan jawaban “ya”
atau “tidak” pada setiap pertanyaan yang dapat
menggambarkan tanggapan responden terhadap konsep
PAS MPM.
3. Pengolahan data hasil DKT dilakukan dengan melakukan
klasifikasi sesuai dengan pertanyaan penelitian dan
konsep PAS MPM, dan dilakukan reduksi untuk
menemukan simpulan dari seluruh tanggapan. Data dalam 
bentuk dokumen  dimanfaatkan untuk bahan analisis,
pengecekan, dan  konfirmasi dari setiap kesimpulan suatu
pernyataan atau tanggapan.
E. Jadwal Penelitian
1. Penyusunan disain: 7 September 2017
2. Analisis data sekunder: 8-15 September 2017
3. Verifikasi dan validasi data di daerah: 25 Oktober sampai
dengan 3 November 2017.
4. Penyusunan laporan:7 November 2017.
5. Penyusunan rekomendasi kebijakan: 9 November 2017
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Hasil Verifikasi dan Validasi Data
1. Verifikasi dan Validasi Data di Kota Palembang
a. Verifikasi dan Validasi melalui Kuesioner
Terdapat 70 kepala sekolah yang memberikan
tanggapan terhadap konsep PAS MPM yang dihasilkan
di dalam penelitian ini. Dari 70 kepala sekolah tersebut
terdapat 10 kepala sekolah yang memberikan tanggapan 
melalui kuesioner langsung dan 60 kepala sekolah yang
memberikan tanggapan melalui media sosial dengan
teknik pooling data. Dari  70 kepala sekolah tersebut,
terdapat 38 kepala sekolah dari sekolah terakreditasi
A, 30 kepala sekolah dari sekolah terkareditasi B, satu
kepala sekolah dari sekolah  terakreditasi C, satu kepala 
sekolah dari sekolah tidak terakreditasi/TT, dan satu
kepala sekolah dari sekolah yang belum terakreditasi.
1) Perbedaan dan Dampak Sekolah berakreditasi A,
B dan C
Tanggapan para kepala sekolah mengenai dampak
positif yang nyata antarsekolah berdasarkan
tingkat akreditasi adalah sebagai berikut:
a) Para kepala SD; secara umum para kepala SD
berpendapat bahwa sekolah dengan akreditasi
lebih tinggi lebih diminati orangtua atau wali
murid untuk menyekolahkan anaknya.
b) Para kepala SMP; secara umum para kepala
SMP berpendapat bahwa dampak yang nyata
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dari perbedaan sekolah berdasarkan tingkat 
akreditasinya adalah perbedaandalam hal 
ketertiban dan kelengkapan administrasi, 
kelengkapan sarana dan prasarana, dantingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.
c) Para kepala SMA; secara umum para kepala
SMA berpendapat bahwa dampak yang
paling nyata adalah perbedaan kuota siswa
untuk mendaftar pada seleksi nasional masuk
perguruan tinggi negeri (SNMPTN).
d) Para Kepala SMK; secara umum para kepala
SMK berpendapat bahwa perbedaan SMK
berdasarkan tingkat akreditasinya adalah
terlihat dari kelengkapan infrastruktur dan
sumber daya manusia (SDM).
2) Akreditasi Ulang Lebih Dini
Para kepala sekolah baik SD, SMP, SMA, maupun
SMK pada intinya berpendapat bahwa periodisasi
akreditasi sekolah setiap 5 tahun sekali merupakan
masa yang cukup ideal, dan tidak perlu adanya
percepatan.
3) Penawaran Biaya Akreditasi Mandiri
Para kepala sekolah memberikan tanggapan
sebagai  berikut:
a) Para kepala SD dan SMP sebagian besar
menyatakan tidak setuju jika pihak sekolah
harus membiayai secara mandiri sebesar Rp
7.350.000,- per sekolah.
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b) Para kepala SMA berpendapat bahwa biaya 
mandiri sebesar Rp 7.350.000,- per sekolah 
tidak cukup atau tidak sesuai. Idealnya adalah 
Rp15.000.000,- s.d. Rp20.000.000,- per sekolah.
c) Para kepala SMK tidak berpendapat tentang 
besarnya biaya ini.
4) Tanggapan Kepala Sekolah Tentang Komite 
Sekolah Sebagai Sumber Biaya yang Tepat Dalam 
PAS MPM
Mereka menyatakan bahwa Komite Sekolah 
bukan sebagai sumber biaya yang tepat. Mereka 
berpendapat bahwa biaya akreditasi seharusnya 
ditanggung oleh pemerintah, bisa dari biaya 
operasional sekolah (BOS) atau APBN.
b. Verifikasi dan Validasi Melalui DKT
1) Tanggapan Kepala Sekolah Terhadap Konsep PAS 
MPM
Berdasarkan data dari DKT di Kota Palembang diperoleh 
simpulan informasi bahwa secara umum mereka setuju 
dengan program percepatan akreditasi sekolah melalui 
pembiayaan mandiri. Namun demikian, pembiayaan 
mandiri ini sangat memberatkan bagi SMK, sebab 
mereka harus mengakreditasi per jurusan. Menurut 
peserta DKT, percepatan akreditasi sekolah melalui 
pembiayaan mandiri dapat memberikan kesempatan 
bagi sekolah yang sudah lama menunggu antrian untuk 
mendapatkan akreditasi, sehingga  mereka mendapat 
peluang untuk mengusulkan akreditasi lebih cepat. 
Namun demikian, peserta DKT juga menyarankan 
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bahwa konsep tentang pengertian percepatan akreditasi 
ini akan lebih tepat jika menggunakan istilah akreditasi 
dengan biaya mandiri. 
Pembiayaan mandiri tersebut akan lebih tepat lagi 
bagi sekolah yang memiliki rombongan belajar 
(Rombel) besar. Secara umum, bagi sekolah dengan 
rombel yang besar tidak keberatan untuk membiayai 
akredritasi secara mandiri.  Hal dapat dilihat dari 
pernyataan para kepala sekolah dalam DKT: Kepala 
Sekolah SD Kota Palembang, Ibu Tomang Siregar 
yang menanggapi bahwa pada prinsipnya konsep 
akreditasi mandiri dengan biaya sendiri dari sekolah 
setuju. Tanggapan berikutnya datang dari SMK 
Mutiara Palembang. Sekolah ini terakreditasi C yang 
dipimpin oleh Bapak Amri sebagai Kepala Sekolah. 
Tanggapan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
pada prinsipnya, sekolah ini setuju dengan  konsep 
akreditasi melalui biaya mandiri. Beliau mengusulkan 
agar teknik pembayaran dana akreditasi dilakukan 
dengan memberikan dana tersebut ke BAP Provinsi. 
Kepala Sekolah SMP Negeri 55 Kota Palembang 
yang berakreditasi B yang dipimpin oleh Arjo Mulyo 
sebagai kepala sekolah juga menyatakan bahwa pada 
prinsipnya setuju dengan konsep percepatan akreditasi 
melalui pembiayaan mandiri. Sekolah ini terakreditasi 
B dan akan ditingatkan menjadi terakreditasi A. Kepala 
Sekolah ini merupakan pindahan dari sekolah yang 
sudah terakreditasi A, sehingga sudah berpengalaman 
mengelola sekolah yang terakreditasi A. Beliau 
menyatakan bahwa ada tantangan tersendiri untuk 
mengubah sekolah terakreditasi B menjadi A. 
Menurut kepala BAP S/M Sumatera Selatan, di Provinsi 
33
Sumatera Selatan masih banyak sekolah yang masuk 
dalam kategori kurang mampu dalam hal pembiayaan, 
sehingga untuk diterapkan akreditasi dengan biaya 
mandiri perlu kehati-hatian. Kalaupun konsep tersebut 
akan diterapkan seharusnya sekolah hanya membiayai 
honor, tranportasi dan penginapan bagi  asesor. BAP 
mengusulkan agar dana pembiayaan mandiri yang 
dibayarkan oleh sekolah di dalam PAS MPM dikelola 
oleh Dinas Pendidikan Propinsi atau Dinas Kabupaten/
Kota, dan BAP hanya melakukan penugasan asesor 
untuk melakukan akreditasi sekolah yang sudah siap 
dengan biaya mandiri.
2) Kesiapan Sekolah untuk Melakukan Percepatan
Akreditasi
Dalam diskusi diperoleh informasi bahwa sekolah
dengan jumlah rombongan belajar (rombel) atau siswa
yang lebih besar akan lebih siap untuk membiayai
akreditasi secara mandiri, sebab mereka mengelola
dana BOS dalam jumlah yang cukup banyak.
Namun sebaliknya, bagi sekolah yang memiliki
siswa atau rombel sedikit pada umumnya bahkan
hampir semuanya menyatakan tidak setuju terhadap
pembiayaan mandiri dalam akreditasi, sebab mereka
akan mengalami kesulitan dalam pembiayaan.
Kesulitan berikutnya  muncul dari pemerintah
daerah, yaitu adanya larangan memungut biaya dari
masyarakat. Dengan demikian sekolah lebih banyak
terkendala pada pembiayaan untuk pelaksanaan
akreditasi.
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3) Tanggapan dan Kesiapan Pemerintah Provinsi dan/
atau Daerah dalam PAS MPM
Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi 
Sumatera Selatan bahwa sejak dikeluarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah 
tidak lagi berkontribusi dalam pembiayaan akreditasi 
sekolah, sebab sudah menjadi kewajiban  Pemerintah 
Pusat.  Sebelum  adanya peraturan tersebut, Pemerintah 
Daerah berkontribusi untuk pelaksanaan akreditasi 
sekolah. Tidak berkontribusinya Pemerintah Daerah 
tersebut karena adanya kekhawatiran Pemerintah 
Daerah akan adanya pemeriksaan dari Inspektorat 
Jenderal, sebab akreditasi sekolah sudah di bebankan 
pada APBN.
Ketua BAP S/M Sumatera Selatan, Muhammad Sihidin 
menyampaikan bahwa dari 2.747 sekolah di Sumatera 
Selatan yang sudah divalidasi  sebanyak 1.454 sekolah, 
dan sisanya sebanyak 1.288 sekolah belum divalidasi 
ulang pada tahun 2017. 
2. Verifikasi dan Validasi Data di Kota Banjarmasin 
a. Verifikasi dan Validasi Melalui Kuesioner
Tanggapan terhadap konsep percepatan akreditasi 
dengan biaya mandiri dengan cara mengisi kuesioner 
diberikan oleh 32  sekolah yang terdiri dari 3 SD, 14 
SMP, 6 SMA dan 9 SMK. Masing-masing sekolah 
bervariasi mulai dari akreditasi A, B dan yang belum 
diakreditasi. 
1) Perbedaan dan Dampak Sekolah berakreditasi A, 
B dan C
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Terdapat 32 sekolah  (SD, SMP, SMA dan SMK) yang 
menjadi responden kajian Akreditasi dan Mutu 
sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan. Sekolah 
yang menyatakan adanya perbedaan antara sekolah 
akreditasi A dibandingkan dengan akreditasi B 
sebanyak 28 sekolah. Dampak yang paling nyata 
sekolah berakreditasi A adalah lebih diminati oleh 
masyarakat, mendapat kepercayaan yang lebih dari 
masyarakat terhadap sekolah berakreditasi A, dan 
kinerja sekolah lebih baik. Bagi SMA dan SMK, 
alumni sekolah lebih mendapatkan tempat baik di 
perguruan tinggi untuk jalur SNMPTN maupun 
di tempat bekerja. Terdapat 26 kepala sekolah yang 
menyatakan adanya perbedaan antara sekolah 
yang berakreditasi B dengan C. SMA dan SMK 
yang memiliki akreditasi C lebih sulit melamar 
pekerjaan, sangat  kurang mendapat kepercayaan 
masyarakat, kegiatan pembelajaran kurang 
kondusif, sarana prasarana dan mutu sekolah 
kurang memadai. Kuota untuk masuk PTN jalur 
SNMPTN lebih banyak sekolah dengan akreditasi 
B dibandingkan dengan C.
2) Akreditasi Ulang Lebih Dini 
Terdapat 13 sekolah dari 32 sekolah yang menyetujui 
akreditasi ulang dilakukan lebih dini, salah satu 
alasannya agar sekolah melakukan evaluasi diri. 
Sekolah yang menyetujui akreditasi ulang lebih 
dini sebagian besar berakreditasi B karenaakan 
berdampak pada peningkatan akreditasi yang lebih 
cepat ketika mereka sudah siap. Sisanya 19 sekolah 
tidak menyetujui akreditasi ulang lebih dini 
karena jangka waktu 5 tahun adalah waktu yang 
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tepat untuk mempersiapkan akreditasi berikutnya. 
Sekolah yang tidak setuju akreditasi ulang lebih 
dini adalah sekolah dengan akreditasi A karena 
sekolah tersebut sudah baik, hanya melengkapi 
yang kurang, sehingga anggaran untuk akreditasi 
ulang lebih dini dapat dipakai untuk keperluan 
yang lebih mendesak. 
3) Penawaran Biaya Akreditasi Mandiri
Sekolah yang tidak setuju dengan besaran biaya 
akreditasi mandiri sebesar  Rp 7.350.000,- ada 20 
sekolah, sedangkan yang menyetujui 12 sekolah. 
Para kepala SD menyampaikan dana yang tepat 
berkisar antara Rp1.200.000,- sampai dengan 
Rp1.500.000,- sesuai dengan kemampuan sekolah 
dasar. Terdapat sumber dana lain untuk akreditasi 
sekolah di Kota Banjarmasin, yaitu bantuan 
dari pemerintah provinsi. Menurut kepala SMK, 
biaya mandiri yang tepat yang perlu ditanggung 
oleh sekolah sebesar Rp 4.500.000,- sampai Rp 
5.000.000,- untuk per paket keahlian atau jurusan.
4) Sumber Dana Pembiayaan Akreditasi Lebih Dini
Terdapat tujuh sekolah yang sanggup membiayai 
akreditasi mandiri yang bersumber dari komite 
sekolah. Dua di antara sekolah tersebut adalah 
sekolah swasta yang mampu. Selebihnya adalah 
sekolah negeri yang memiliki siswa yang berasal 
dari kalangan menengah ke atas. Bagi sekolah yang 
memiliki siswa dengan latar belakang dari kalangan 
menengah ke bawah merasa tidak mampu. 
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b. Verifikasi dan Validiasi Melalui DKT
1) Tanggapan Kepala Sekolah Terhadap Konsep PAS
MPM
Para kepala SMA dan SMK pada umumnya setuju
dengan konsep biaya mandiri dalam akreditasi,
sedangkan untuk SD dan SMP terutama sekolah
negeri sangat bergantung pada biaya akreditasi
dari pemerintah, dan harapan satu-satunya berasal
dari dana BOS. Konsep percepatan akreditasi
disetujui oleh sekolah swasta yang mampu dan
berakeditasi B sehingga ingin cepat meningkatkan
status akreditasi. Bagi sekolah swasta yang
jumlah siswanya sedikit dan tidak mampu sangat
mengharapkan kuota akreditasi yang disediakan
pemerintah dan tidak sanggup membiayai
akreditasi secara mandiri.
2) Kesiapan Sekolah untuk Melakukan PAS MPM
Ketua MKKS SMK yang juga kepala SMKN 3
Banjarbaru menjelaskan bahwa sebelum akreditasi
dilaksanakan, sekolah perlu mempersiapkan
hal-hal yang diperlukan dalam akreditasi.
Biaya persiapan ini yang didanai oleh BOSDA,
sedang biaya pelaksanaannya tidak. Jika kuota
akreditasi tidak mencukupi sedangkan masa
berlaku akreditasi sudah jatuh tempo maka
mau tidak mau akreditasi perlu dibiayai secara
mandiri oleh sekolah. Menurut Kepala SMKN
3 Banjarbarutersebut hal ini diatur di dalam
Peraturan Gubernur Nomor 68 Bab II. Kondisi
di Kalimantan Selatan, masih banyak SMK yang
belum semua program keahliannya diakreditasi.
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Fenomena kadaluwarsanya akreditasi sekolah 
dapat mengganggu siswa yang akan melanjutkan ke 
perguruan tinggi atau bekerja. Namun demikian, 
bagi sekolah yang habis masa berlaku akreditasinya 
boleh mengajukan permohonan untuk diakreditas 
dengan bukti sertifikat akreditasi yang enam 
bulan lagi habis masa berlaku. Jika tidak tersedia 
kuota untuk dikareditasi kembali, maka dapat 
diberikan perpanjangan status akreditasinya. 
Jika masa perpanjangannya juga habis dan belum 
dapat diakreditasi, maka mau tidak mau harus 
melaksanakan akreditasi secara mandiri, yang 
tentu saja biayanya bersumber dari penggalangan 
dana oleh komite sekolah.
Menurut bapak Ikhsan, ketua MKKS SMA: 
akreditasi sekolah itu merupakan etos mutu 
sekolah, dibiayai atau tidak harus berlomba-lomba 
meningkatkan mutu, jadi pasti siap. Sumber dana 
sekolah dari komite dapat dilakukan selama 
dibicarakan dengan masyarakat tidak menjadi 
masalah.  Akreditasi sebaiknya tetap dilaksanakan 
5 tahunan. 
Ibu Emidari SMPN 9 Banajarbaru berpendapat 
lain. Menurutnya, untuk pendanaan akreditasi 
di SMA dan SMK mungkin dapat diperoleh dari 
komite sekolah, namun untuk SD dan SMP tidak 
ada sama sekali dana dari komite sekolah. Memang 
ada dana dari kantin, namun dana tersebut 
digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan 
kantin  dan seragam guru. Tahap awal pelaksanaan 
akreditasi, sejak pembentukan tim sudah 
memerlukan dana, dan untuk hal tersebut tidak 
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boleh menggunakan dana BOS. Hal ini sangat 
menyulitkan sekolah dan menjadi hambatan untuk 
pelaksanaan akreditasi sekolah. Terkait dengan 
sarana dan prasarana sekolah dan laboratorium, 
bagi sekolah dengan akreditasi B sebenarnya hanya 
baik dari segi fisiknya saja. Kenyataan di lapangan 
alat dan bahannya masih jauh dari layak apalagi 
laboratorium bahasa, tidak dapat dimanfaatkan 
karena teknisi dari Jawa sulit dipanggil kembali 
sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Kendalanya 
sulit mendapat akreditasi A karena prasarana 
tidak bisa dimanfaatkan, dan bantuan fasilitas 
dari pemerintah masih jauh dari cukup. Akreditasi 
dengan biaya mandiri masih sulit dilakukan di 
SMP yang kurang mampu, sebab untuk minta 
sumbangan seperti kipas angin saja, banyak 
orangtua siswa yang beralasan bahwa sudah ada 
dana  BOS. Latar belakang orangtua siswa di daerah 
pinggiran seperti kami sangat mempengaruhi 
anaknya dalam bersekolah.
Salah seorang kepala SMP dalam DKT berpendapat 
perlu adanya ekosistem pendidikan dari BAN-BAP 
dan Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan 
percepatan  akreditasi sekolah melalui biaya 
mandiri. Sekolah pernah mengusulkan ke Bupati 
untuk membuat peraturan yang dapat memayungi 
penggunaan dana BOS untuk persiapan akreditasi, 
namun sampai sekarang belum berhasil. Dalam 
kondisi seperti ini, perlu adanya kerja sama dinas 
pendidikan dengan sekolah. SMP tidak banyak 
berharap dari Komite sekolah karena tidak 
diperbolehkan adanya pungutan. Sifatnya lebih 
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menunggu kuota untuk akreditasi sekolah.   
Kesimpulannya, SMA dan SMK yang mampu 
secara finansial lebih siap melakukan akreditasi 
dengan biaya mandiri, yaitu dengan dengan 
melakukan penggalangan dana oleh komite sekolah 
yang diawali dengan melakukan musyawarah 
kepada orangtua siswa. Sedangkan untuk SD dan 
SMP terutama yang negeri dan memiliki siswa 
dengan latar belakang ekonomi menengah ke 
bawah merasa tidak siap melakukan biaya mandiri 
karena sekolahnya mengandalkan dana BOS.
3) Tanggapan dan Kesiapan Pemerintah Provinsi
dan/atau Daerah dalam PAS MPM
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru baru
lima hari dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan, 
beliau sangat tertarik dengan percepatan ini.
Menurutnya, hal penting yang harus diketahui
adalah kapan permohonan dapat dilakukan,
apakah sekolah yang mengajukan bisa langsung
diakreditasi, biaya untuk akreditasi sebaiknya
distandarkan sehingga dinas pendidikan bisa
konsultasi dengan walikota berkaitan dengan
anggaran. Apakah ada perbedaan biaya antara
sekolah yang jauh dengan sekolah yang dekat?
Sejak 2013 sampai seterusnya pemerintah provinsi
tidak menganggarkan untuk akreditasi karena
bukan tanggung jawab provinsi lagi. Oleh karena
itu, pada tahun 2016 juga tidak ada anggaran untuk
akreditasi. Bila ada percepatan maka terserah
kepada teman-teman sekolah bila mau melakukan
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secara mandiri. Percepatan ini baik tetapi masih 
ada pekerjaan rumah karena terkait dengan sarana 
prasarana dalam peningkatan mutu pendidikan 
dasar. Pemotongan anggaran peningkatan 
mutu pendidikan terjadi pada tahun 2017, sebab 
pendanaan dan keuangan daerah terfokus untuk 
pembayaran nonPNS terkait dengan pengalihan 
wewenang pendidikan menengah ke provinsi. 
Anggaran naik tetapi pelaksanaan pembangunan 
termasuk pendidikan berkurang. Pertanyaan 
dasarnya, apakah dana pelaksanaan akreditasi 
sekolah dapat memakai dana BOSDA?
3. Verifikasi dan Validasi Data di Kota Kupang
a. Verifikasi dan Validasi Melalui Kuesioner
Berdasarkan isian kuesioner, terdapat 12 kepala
sekolah yang memberikan tanggapan terhadap konsep
PAS MPM yang dihasilkan di dalam penelitian ini.
Tidak ada satu pun yang memberikan tanggapan
melalui media sosial dengan teknik pooling data
karena keterbatasan dalam menggunakan WhatsApps.
Dari 12 kepala sekolah tersebutternyata terdapat lima
sekolah dengan akreditasi A, lima sekolah dengan
akreditasi B, dan dua sekolah dengan akreditasi C. Bila
dirinci menurut jenis satuan pendidikan maka untuk
SD sebanyak tiga sekolah dengan rincian dua sekolah
akreditasi A dan satu sekolah akreditasi C, untuk
SMP satu sekolah akreditasi A dan SMP dua sekolah
akreditasi B, untuk SMA ada satu sekolah akreditasi A,
dua sekolah akreditasi B, dan satu sekolah akreditasi
C, sedangkan untuk SMK ada satu sekolah akreditasi
A dan satu sekolah akreditasi B.
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1) Perbedaan dan Dampak Sekolah Berakreditasi A, 
B dan C
Pendapat kepala sekolah tentang dampak positif 
yang nyata antarsekolah dengan tingkat akreditasi 
yang berbeda (A dengan B atau  A dengan  C) sangat 
bervariasi karena tidak ada kepala sekolah yang 
menyebutkan jawaban yang sama. Rangkumannya 
adalah sebagai berikut:
a) Para kepala SD, pada intinya berpendapat 
bahwa sekolah dengan akreditasi lebih tinggi 
maka administrasi dan kegiatan belajar 
mengajar lebih baik, dapat menyelenggarakan 
ujian sendiri, karena pelayanan pemerintah 
yang belum merata sehingga terjadi perbedaan 
akreditasi sekolah, serta kegiatan sekolah, 
guru, dan biaya yang lebih baik.
b) Para kepala SMP pada intinya berpendapat 
bahwa dampak yang nyata adalah manajemen 
standar nasional yang baik dan sangat diminati 
oleh masyarakat, proses peningkatan mutu, 
bisa pindah atau diterima di sekolah mana 
saja, dan minat siswa baru yang meningkat.
c) Para kepala SMA pada intinya berpendapat 
bahwa dampak yang paling nyata adalah 
ketersediaan sarana dan prasarana, 
terpenuhinya standar nasional pendidikan, 
prestasi akademik dan nonakademik 
meningkat, dan penerimaan mahasiswa baru 
di PTN.
d) Para Kepala SMK pada intinya berpendapat 
bahwa pendidikan dan pelatihan lebih baik 
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karena dukungan manajemen yang lebih baik, 
peningkatan kinerja siswa, capaian mutu 
meningkat, dan kepercayaan masyarakat 
meningkat.
2) Akreditasi Ulang Lebih Dini
Mengenai tanggapan kepala sekolah tentang 
perlunya akreditasi ulang lebih dini, dari 12 
sekolah sebagai responden diperoleh informasi 
sebagai berikut:
a) Kepala SD yang setuju hanya satu sekolah dari 
tiga sekolah;
b) Kepala SMP yang setuju 3  sekolah;
c) Kepala SMA yang setuju 4 sekolah; dan 
d) Kepala SMK yang setuju hanya satu sekolah 
dari dua sekolah. 
Bagi kepala sekolah yang tidak setuju 
menyatakan karena akreditasi membutuhkan 
persiapan yang maksimal dan perlu biaya 
sehingga bila dipercepat kurang waktu dan 
persiapan biaya lebih cepat.
3) Penawaran Biaya Akreditasi Mandiri 
Terkait dengan besarnya biaya akreditasi mandiri 
sebesar Rp7.350.000, para kepala sekolah 
memberikan tanggapan sebagai  berikut:
a) Terdapat tiga kepala SMA yang menyatakan 
setuju jika pihak sekolah harus membiayai 
secara mandiri sebesar Rp7.350.000 per 
sekolah.
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b) Terdapat dua kepala SMK yang menyatakan 
setuju jika pihak sekolah harus membiayai 
secara mandiri sebesar Rp7.350.000 per 
sekolah.
c) Terdapat satu kepala SMP yang menyatakan 
tidak setuju karena biaya akreditasi harusnya 
sebesar Rp10.000.000 per sekolah
4) Tanggapan Kepala Sekolah Tentang Komite 
Sekolah Sebagai Sumber Biaya Dalam PAS MPM
Besaran biaya dalam konsep PAS MPM sebanyak 
Rp7.350.000,- mendapat tanggapan yang 
berimbang di Kota Kupang. Sebagian (50 persen) 
kepala sekolah menyatakan bahwa jumlah 
tersebut jumlah yang tepat, namun sebagianlagi 
menyatakan bukan jumlah yang tepat. Kepala 
sekolah yang menyatakan setuju bahwa besaran 
tersebut sebagai jumlah yang tepat adalah sebagai 
berikut: Dari SMP sebanyak satu orang, SMA tiga 
orang, dan SMK  dua orang.
Para kepala sekolah yang menyatakan tidak setuju 
bahwa besaran tersebut sebagai jumlah tepat, 
mereka berpendapat lain bahwa biaya akreditasi 
seharusnya ditanggung oleh pemerintah, bisa dari 
biaya operasional sekolah (BOS) atau APBN karena 
Kota Kupang melarang sekolah untuk memungut 
biaya ke orang tua siswa.
b. Verifikasi dan Validasi Melalui DKT
1) Tanggapan Kepala Sekolah Terhadap Konsep PAS 
MPM
Berdasarkan data dari DKT di Kota Kupang 
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diperoleh simpulan informasi bahwa secara umum 
mereka tidak setuju dengan program percepatan 
akreditasi sekolah melalui pembiayaan mandiri 
karena sekolah tidak diperkenankan untuk 
memungut biaya. Namun, bila pembiayaan ini 
bisa dilakukan melalui BOS, pemerintah pusat 
(APBN) atau daerah (APBD) maka mereka bisa 
melaksanakan. Selain itu, akreditasi sangat penting 
dan perlu prioritas, apalagi bagi sekolah kecil yang 
tidak mampu. Menurut peserta DKT, percepatan 
akreditasi sekolah melalui pembiayaan mandiri 
perlu disosialisasikan pada tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota sehingga dapat memberikan 
kesempatan bagi sekolah yang sudah lama 
menunggu antrian untuk mendapatkan akreditasi. 
SMA Generasi Unggul merasakan bahwa akreditasi 
penting agar siswa dapat melanjutkan ke Perguruan 
Tinggi Negeri dan sudah mengajukan dua kali 
berturut-turut. Oleh karena sekolah swasta maka 
perlu informasi seperti ini juga ke yayasan. Selain 
itu, biaya Rp7.350.000 bisa dianggap kecil oleh 
sekolah yang banyak siswanya tetapi bisa dianggap 
besar oleh sekolah yang sedikit siswanya. Oleh 
karena itu, disarankan agar ukuran pembiayaan 
dalam bentuk persentase bukan satu biaya seperti 
yang dijelaskan di sini.
Saran dari SMAN 1 Kupang; program percepatan 
sesungguhnya bagus dan sepakat bagi sekolah-
sekolah yang mampu diberi ruang untuk biaya 
sendiri sehingga sekolah kecil dapat diakreditasi 
oleh pemerintah. Bila sekolah memiliki 33 
rombongan belajar dan sesuai dengan standar 
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nasional pendidikan maka tak ada masalah. 
Contohnya banyak SD yang berada di pelosok 
belum terakreditasi ini perlu dibiayai oleh 
pemerintah.
2) Kesiapan Sekolah untuk Melakukan Percepatan
Akreditasi
Bagi sekolah yang memiliki rombongan belajar
banyak mungkin tidak masalah untuk melakukan
percepatan akreditasi. Namun, bila sekolah diberi
kebebasan untuk mengajukan sendiri agak sulit,
apalagi sekolah kecil termasuk sekolah swasta
sulit untuk mandiri. Sekolah-sekolah kecil seperti
ini hanya menerapkan bantuan dari pemerintah
dalam pelaksanaan akreditasi walaupun mereka
berharap bisa terakreditasi A, B atau C. Pengalaman 
SD Swasta yang melakukan akreditasi dalam
persiapannya benar-benar memerlukan dana yang
besar karena ada pertanyaan yang diulang-ulang
sehingga foto kopi menjadi dobel. Menurutnya, bila 
akreditasi sebelum 5 tahun bagus juga sehingga
berkas yang dikumpulkan tidak perlu sampai 5
tahun yang memang sangat besar. Berdasarkan
MKKS SD, akreditasi yang pertama bisa memakan
dana Rp15.000.000,- karena kerja persiapan sangat
banyak, oleh karena itu lebih setuju dengan dana
dari APBN.
3) Tanggapan dan Kesiapan Pemerintah Provinsi
dan/atau Daerah dalam PAS MPM
Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan
Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan adanya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
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23, Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
maka tidak ada kewajiban melakukan akreditasi 
karena sudah menjadi kewajiban Pemerintah 
Pusat. Sebelum adanya undang-undang tersebut 
Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana 
untuk pelaksanaan akreditasi. 
Selain itu, sesuai dengan informasi dari DKT bahwa 
sekolah tidak diperbolehkan untuk memungut 
biaya dari masyarakat. Untuk pelaksanaan 
akreditasi khususnya SD dan SMP kepala sekolah 
mengharapkan dibiayai dari pemerintah dari 
unsur APBN dan APBD. Hal tersebut karena 
kondisi masyarakat juga masih mengharapkan 
bantuan dari pemerintah.
4. Verifikasi dan Validasi Data di Kota Semarang
a. Verifikasi dan Validasi Melalui Kuesioner
Terdapat 50 kepala sekolah di Kota Semarang yang
memberikan tanggapan terhadap konsep PAS MPM
yang dihasilkan di dalam penelitian ini. Dari 50 kepala
sekolah tersebut terdapat 10 kepala sekolah yang
memberikan tanggapan melalui kuesioner langsung
dan 40 kepala sekolah yang memberikan tanggapan
melalui kuesioner di media sosial. Dari 50 kepala
sekolah tersebut, terdapat 22 kepala sekolah yang
berasal dari sekolah terakreditasi A, 26 kepala sekolah
dari sekolah terakreditasi B, satu kepala sekolah dari
sekolah  terakreditasi  C, dan satu kepala sekolah dari
sekolah tidak terakreditasi/TT.
1) Perbedaan dan Dampak Sekolah Berakreditasi A,
B dan C
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Tanggapan para kepala sekolah tentang dampak 
positif yang nyata sebagai akibat dari perbedaan 
tingkat akreditasi sekolah adalah sebagai berikut:
a) Para kepala SD mempunyai pendapat bahwa
sekolah dengan akreditasi lebih tinggi akan
lebih banyak mendapatkan murid karena
menjadi prioritas pilihan di daerah tersebut.
b) Para kepala SMP berpendapat bahwa sekolah
dengan akareditasi lebih baik akan mempunyai 
nama lebih baik sehingga kepercayaan
masyarakat menjadi lebih tinggi. Sekolah
yang demikian biasanya sering mendapatkan
prestasi dan keseluruhan sarananya juga lebih
memadai.
c) Para kepala SMA berpendapat bahwa sekolah
yang akreditasi lebih rendah biasanya juga
kalah baik dengan sekolah yang akreditasinya
lebih baik. Untuk itu, mereka menyarankan
agar ada motivasi dan dorongan dari
pemerintah dan dinas pendidikan setempat
dan lebih memperhatikan sekolah yang
akreditasinya kurang sehingga dapat lebih
maju dan mampu bersaing.
d) Para kepala SMK berpendapat bahwa
perbedaan tingkat akreditasi, tentu saja akan
menghasilkan perbedaan mutu. Namun hal
ini harus didukung dengan penyediaan asesor
yang kompeten oleh Pemerintah.
2) Akreditasi Ulang Lebih Dini
Secara umum, para kepala sekolah baik SD, SMP,
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SMA, maupun SMK memiliki argumen masing-
masing. Namun demikian, mereka juga memiliki 
kesamaan pendapat bahwa percepatan akreditasi 
merupakan ide yang sangat baik bagi sekolah yang 
memiliki kesiapan dan kemampuan yang cukup.
3) Penawaran Biaya Akreditasi Mandiri 
Tanggapan para kepala sekolah terhadap besaran 
atau jumlah dana untuk PAS MPM sebesar 
Rp7.350.000,- adalah sebagai  berikut:
a) Para kepala SD dan SMP banyak yang 
menyatakan setuju dengan program ini 
seandainya sudah disahkan oleh BPKAD, 
DPR, UPTD dan BAP, karena permasalahan 
utama adalah pengalokasian anggaran.
b) Para kepala SMA memiliki pendapat bahwa 
biaya mandiri sebesar Rp7.350.000 per sekolah 
tidak menjadi masalah. Selama ini mereka 
sudah biasa mengeluarkan dana yang melebihi 
dari yang ditawarkan di dalam konsep PAS 
MPM ketika mereka melaksanakan akreditasi 
atas biaya APBN (kuota).
c) Para kepala SMK pada umumnya berpendapat 
bahwa sebaiknya anggaran untuk percepatan 
akreditasi ini dimasukkan ke dalam mata 
anggaran yang ada di BOS.
4) Tanggapan Kepala Sekolah Tentang Komite 
Sekolah Sebagai Sumber Biaya Pelaksanaan PAS 
MPM
Mereka berpendapat bahwa: akan lebih baik jika 
Pemerintah tetap menanggung seluruh pembiayaan 
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akreditasi. Namun, jika sudah menjadi peraturan 
dan terdapat payung hukum yang jelas maka pihak 
sekolah siap mengikuti peraturan.
b. Verifikasi dan Validiasi Melalui DKT
1) Tanggapan Kepala Sekolah Terhadap Konsep PAS 
MPM
Berdasarkan hasil DKT di Kota Semarang 
ditemukan informasi dari beberapa sumber 
yang intinya menerangkan bahwa permasalahan 
utamadalam percepatan akreditasi ini masalah 
anggaran. Sekolah di wilayah perkotaan yang 
mempunyai pendanaan cukup kuat, baik itu 
sekolah negeri maupun swasta/yayasan, mereka 
menyatakan bersedia untuk membiayai akreditasi 
secara mandiri. Menurut para narasumber di 
dalam DKT tersebut, bahwa ketika mereka 
mendapatkan kuota atau mendapat biaya akreditasi 
dari pemerintah, mereka sebenarnya juga akan 
mengeluarkan dana yang besarnya hampir sama 
dengan biaya yang ditawarkan di dalam konsep 
PAS MPM. Dengan demikian, jumlah dana yang 
ditawarkan di dalam konsep PAS MPM pada 
dasarnya tidak memberatkan. 
Namun demikian ada juga pendapat dari kepala 
sekolah salah satu SMK yang memiliki sumber 
dana pada kategori sedang. Dia menyatakan bahwa 
beberapa asesor sebaiknya digantikan dengan yang 
lebih memiliki kompetensi khususnya dalam hal 
penilaian terhadap sekolah. Dia juga menyatakan 
bahwa semua sekolah pada dasarnya memiliki 
kesamaan hak untuk maju, tapi dengan pembiayaan 
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mandiri ini menjadikan mereka terbatasi untuk 
maju. Kepala sekolah ini menyatakan tidak 
sanggup untuk membiayai akreditasi secara 
mandiri meskipun kenyataannya termasuk sekolah 
yang tergolong lumayan baik dalam pendanaan.
Felecia, Kepala SD Kebon Dalam Semarang 
mengatakan bahwa sejak menjabat kepala sekolah, 
sekolahnya telah mendapatkan akreditasi A 
dua kali. Dia bertekad ingin mempertahankan 
peringkat tersebut, sehingga sangat mendukung 
dengan adanya percepatan akreditasi dengan 
biaya mandiri. Abdul, kepala sekolah salah satu 
SD di Kota Semarang berpendapat bahwa pada 
dasarnya dirinya mendukung program PAS MPM 
asalkan peraturan dan hukumnya jelas. Dia akan 
merealisasikannya melalui RKAA. Tivas, kepala 
sekolah SMK pelayaran menyatakan bahwa 
tidak keberatan dengan biaya untuk percepatan 
akreditasi, sebab sebagai sekolah yang berada dalam 
koordinasi dua kementerian harus mempunyai 
standar tinggi.
2) Kesiapan Sekolah untuk Melakukan Percepatan 
Akreditasi
Kesiapan sekolah dalam rangka pelaksanaan 
akreditasi melalui pembiayaan mandiri terungkap 
melalui DKT di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Tengah. Sebagian besar Kepala Sekolah menyatakan 
bahwa sekolah yang ada diperkotaan mempunyai 
pendanaan yang cukup kuat dan  mereka tidak 
keberatan untuk ikut mendukung terlaksananya 
program percepatan akreditasi secara mandiri.
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3) Tanggapan dan Kesiapan Pemerintah Provinsi 
dan/atau Daerah dalam PAS MPM
Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Tengah, konsep PAS MPM dalam 
rangka percepatan akreditasi dapat dilaksanakan. 
Sekolah yang terdapat di daerah pun dapat 
mengalokasikan pembiayaan secara mandiri 
asalkan didasari oleh payung hukum yang jelas 
sehingga realisasi ke depan dalam pelaksanaannya 
aman dan pihak-pihak terkait dapat saling 
membantu untuk merealisasikan.
B. Pembahasan
1. Perlunya Percepatan Akreditasi Sekolah Melalui 
Pembiayaan Mandiri (PAS MPM)
Di dalam BAB I telah dijelaskan bahwa pada 
tahun 2017, BAN S/M seharusnya mengakreditasi 
sekolah  sebanyak 33.373 sekolah yang belum pernah 
terakreditasi dan mengakreditasi ulang sebanyak 
32.791 sekolah hasil akreditasi tahun 2011, sehingga 
secara keseluruhan harus mengakreditasi 66.164 
sekolah (33.373 + 32.791) sekolah (SD,SMP, dan SMA) 
tahun 2017. Dengan adanya keterbatasan kuota yang 
rata-rata hanya 23.577 sekolah per tahun atau 30.000 
sekolah per tahun menurut Sekretaris BAN S/M, Bapak 
Syamsir Alam, MA., maka sekolah yang belum dapat 
diakreditasi pada tahun 2017 adalah 36.164  sekolah 
(66.164 – 30.000).
Data secara nasional di atas menunjukkan terjadinya 
kesenjangan antara jumlah sekolah yang harus 
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diakreditasi dengan kemampuan pemerintah dalam 
mengakreditasi sekolah. Artinya, PAS MPM memang 
perlu dilakukan.  Pertanyaan lanjut yang perlu dijawab 
adalah, apakah kondisi seperti  ini memang terjadi 
pada lokasi penelitian? 
DKI Jakarta sebagai daerah pertama untuk 
mengkonfirmasi kondisi di atas sudah memberikan 
jawaban bahwa memang benar terdapat 202 sekolah 
yang seharusnya diakreditasi pada tahun 2017, namun 
tidak dilakukan. Kasus di Provinsi Sumatera juga 
terjadi hal yang serupa. Menurut Ketua BAP S/M 
setempat, dari 2.747 sekolah yang harus diakreditasi 
pada tahun 2017, hanya 1.454 sekolah yang sudah 
diakreditasi sehingga ada 1.288 sekolahyang belum 
diakreditasi. Fakta atau kondisi yang serupa juga 
terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Menurut perwakilan 
BAP S/M Provinsi Jawa Tengah dalam DKT, BAP 
S/M Provinsi Jawa Tengah menargetkan untuk 
mengakreditasi 8.000 sekolah, yang berarti  ada 8.000 
sekolah yang harus diakreditasi pada tahun 2017. 
Fakta menunjukkan bawa BAP S/M Provinsi Jawa 
Tengah hanya mampu mengakreditasi atau melakukan 
visitasi akreditasi sebanyak 5.694 sekolah/madrasah 
(http://bapsm.jatengprov.go.id/content/pengumuman/
sekolahmadrasah). Ada kesenjangan antara jumlah 
sekolah yang seharusnya diakreditasi dengan 
kenyataan jumla sekolah yang dapat diakreditasi, 
yaitu sebanyak 2.306 sekolah. Kondisi yang serupa 
juga terjadi di Kalimantan Selatan yang mendapat 
kuota dari APBN sebanyak 269 sekolah pada tahun 
2017 (http://bapsm-kalsel.or.id/). Namun dikarenakan 
ada peran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 
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akhirnya BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan dapat 
mengakreditasi sebanyak 562 sekolah. Berarti ada 
tambahan dana dari pemerintah provinsi yang cukup 
untuk mengakreditasi 293 sekolah.
Para peserta DKT di dalam verifikasi dan validasi 
data tidak ada yang membantah terhadap isu dan data 
tersebut, terutama  data hasil akreditasi sekolah yang 
dilakukan oleh BAN S/M dari tahun 2010 hingga 2016. 
Selain itu para peserta DKT di setiap lokasi juga tidak 
ada yang membantah pernyataan atau data capaian 
akreditasi yang disampaikan oleh BAP S/M Provinsi. 
Dari data dan informasi di atas dapat dilihat dengan 
jelas adanya kekurangan dana atau kuota akreditasi 
sekolah secara konsisten. Artinya, rencana PAS MPM 
memang perlu dilakukan karena terjadi kekurangan 
dana untuk mengakreditasi sekolah, baik dalam lingkup 
nasional maupun lingkup daerah atau provinsi. Meskipun 
demikian, perlu juga ditanyakan kepada para kepala 
sekolah sebagai pihak yang akan menjadi obyek sekaligus 
subjek dalam PAS MPM; apakah PAS MPM memang perlu 
dilakukan. 
Tabel 4.1.  Jumlah Responden Kepala Sekolah yang Menyatakan 
Perlunya Akreditasi Lebih Dini
No
Je
nj
an
g 
Se
ko
la
h
A
kr
ed
ita
si
Ju
m
la
h
Akreditasi Lebih Dini Perlu 
Dilakukan
Ya Tidak
n % n %
1 SD
A 17 8 47.06 9 52.94
B 29 20 68.97 9 31.03
C 2 0 0.00 2 100.00
Jumlah 48 28 58.33 20 41.67
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No
Je
nj
an
g 
Se
ko
la
h
A
kr
ed
ita
si
Ju
m
la
h
Akreditasi Lebih Dini Perlu 
Dilakukan
Ya Tidak
n % n %
2 SMP
A 36 13 36.11 23 63.89
B 14 9 64.29 5 35.71
C 1 1 100.00 0 0.00
E 1 0 0.00 1 100.00
Jumlah 52 23 44.23 29 55.77
3 SMA
A 14 6 42.86 8 57.14
B 7 3 42.86 4 57.14
C 3 2 66.67 1 33.33
E 4 3 75.00 1 25.00
Jumlah 28 14 50.00 14 50.00
4 SMK
A 16 8 50.00 8 50.00
B 22 10 45.45 12 54.55
C 7 2 28.57 5 71.43
E 1 1 100.00 0 0.00
Jumlah 46 21 45.65 25 54.35
TOTAL 174 86 49.43 88 50.57
Berdasarkan data pengisian kuesioner, para kepala SD 
menanggapi PAS MPM secara berimbang. Sebanyak 58,33 
persen dari 48 kepala sekolah menyatakan perlunya akreditasi 
lebih dini atau percepatan akreditasi, dan sisanya  41,67 
menyatakan tidak perlu. Para kepala sekolah SMP yang 
jumlahnya 52 orang, 44,23 persen menyatakan perlu dan 
55,77 persen menyatakan tidak perlu. Responden kepala 
SMA sebanyak 28 orang, 50 persen menyatakan perlu dan 50 
persen menyatakan tidak perlu. Responden  Kepala  SMK yang 
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jumlahnya 46 orang, 45,65 persen menyatakan perlu dan 54,35 
persen menyatakan tidak perlu  (lihat Tabel 4.1).
Para kepala sekolah yang menyatakan perlu adanya akreditasi 
lebih dini, mereka beralasan bahwa: (a) ada sekolah yang 
merasa sudah siap diakreditasi tetapi belum mendapatkan 
kesempatan untuk diakreditasi; (b) perlu ada kontrol kualitas 
sebab ada kemungkinan terjadinya penurunan dan atau 
peningkatan kualitas sebelum periode lima tahun. Sedangkan 
para kepala sekolah yang menyatakan tidak perlu adanya 
percepatan akreditasi, mereka beralasan bahwa: (1) lima tahun 
sekali merupakan masa yang ideal; (2) akreditasi memerlukan 
biaya persiapan yang besar; (3) lima tahun merupakan waktu 
yang pas/cukup untuk mempersiapkan akreditasi berikutnya, 
sehingga sangat sulit jika harus kurang dari lima tahun; (4) 
akreditasi memerlukan persiapan yang maksimal sehingga 
tidak mungkin jika dilakukan dalam waktu singkat; (5) sekolah 
tidak memiliki dana untuk melalukan akreditasi lebih cepat; (6) 
tidak perlu dipercepat kalau sudah terakreditasi A; (7)  belum 
tentu menghasilkan level akreditasi yang lebih tinggi; dan 
(8) akan terjadi ketidakwajaran hasil, sebab juga berlangsung 
tidak wajar, seperti ada permainan antara asesor dengan pihak 
sekolah.
Berdasarkan data dari kuesioner, pernyataan akan perlunya 
akreditasi lebih dini ternyata tidak seiring dengan keinginan 
untuk diakreditasi ulang lebih dini. Kepala SD yang 
menyatakan perlunya akreditasi lebih dini sebanyak 58,33 
persen, namun yang menginginkan sekolahnya diakreditasi 
lebih dini hanya 50 persen. Kepala SMP yang menyatakan 
perlu sebanyak 44,23 persen, namun yang ingin atau bersedia 
diakreditasi lebih dini hanya 30,77 persen. Kepala SMA yang 
menyatakan perlu sebanyak 50,0 persen  dan yang ingin atau 
bersedia sebanyak53,57 persen. Kepala SMK yang menyatakan 
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perlu sebanyak 45,65 persen, namun yang ingin atau bersedia 
diakreditasi lebih dini  sebanyak 50 persen (Lihat Tabel 4.2).
Berdasarkan data dari  Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) 
di seluruh lokasi dapat dijelaskan bahwa secara umum mereka 
setuju dengan program Percepatan Akreditasi Sekolah Melalui 
Pembiayaan Mandiri (PAS MPM). Hal ini dinyatakan oleh 
banyak peserta di dalam DKT di seluruh lokasi setelah mereka 
mengetahui banyaknya sekolah yang belum terakreditasi 
sebagai akibat dari terbatasnya kuota. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa PAS MPM memang perlu dilakukan baik 
menurut peserta DKT maupun responden melalui kuesioner.
Tabel 4.2 Jumlah Responden Kepala Sekolah yang 
Menginginkan Sekolahnya Diakreditasi Lebih 
Dini
No
Je
nj
an
g 
Se
ko
la
h
A
kr
ed
ita
si
Ju
m
la
h
Ingin Diakreditasi
Lebih Dini
Ya Tidak
n % n %
1 SD
A 17 7 41.18 10 58.82
B 29 16 55.17 13 44.83
C 2 1 50.00 1 50.00
Jumlah 48 24 50.00 24 50.00
2 SMP
A 36 8 22.22 28 77.78
B 14 7 50.00 7 50.00
C 1 1 100.00 0 0.00
E 1 0 0.00 1 100.00
Jumlah 52 16 30.77 36 69.23
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No
Je
nj
an
g 
Se
ko
la
h
A
kr
ed
ita
si
Ju
m
la
h
Ingin Diakreditasi
Lebih Dini
Ya Tidak
n % n %
3 SMA
A 14 9 64.29 5 35.71
B 7 3 42.86 4 57.14
C 3 2 66.67 1 33.33
E 4 1 25.00 3 75.00
Jumlah 28 15 53.57 13 46.43
4 SMK
A 16 8 50.00 8 50.00
B 22 12 54.55 10 45.45
C 7 2 28.57 5 71.43
E 1 1 100.00 0 0.00
Jumlah 46 23 50.00 23 50.00
TOTAL 174 78 44.83 96 55.17
1. Konsep PAS MPM
Ada lima aspek utama yang ada di dalam konsep PAS MPM, 
yaitu: pengertian, tujuan sasaran, waktu pelaksanaan, dan 
pembiayaan. Lima aspek tersebut untuk selanjutnya akan 
dibahas berdasarkan data yang masuk di dalam verifikasi dan 
validasi data.
a. Pengertian 
Percepatan Akreditasi Sekolah Melalui Pembiayaan 
Mandiri (PAS MPM) adalah upaya untuk 
mengakreditasi satuan pendidikan lebih dini dari 
waktu yang seharusnya dengan melibatkan satuan 
pendidikan dalam pembiayaannya. 
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Dari segi istilah, penggunaan istilah “percepatan” 
menurut perwakilan dari BAP S/M dirasa kurang 
tepat. Hal ini terungkap dari hasil DKT di Jakarta 
yang disampaikan oleh Ketua BAP S/M DKI Jakarta, 
DKT di Semarang oleh Sekretris BAP S/M Jawa 
Tengah Bapak Iwan, dan DKT di Palembang oleh 
Ketua BAP S/M Sumatera Selatan. Beberapa alasan 
yang disampaikan antara lain: 1) kata “percepatan” 
mengandung kesan buru-buru sehingga  juga 
menimbulkan kesan asal-asalan; 2) kata “percepatan” 
tidak perlu digunakan, sebab rencana yang ditawarkan 
sebenarnya hanya memberikan kesempatan kepada 
sekolah untuk melakukan akreditasi atas biaya sendiri 
ketika sekolah yang bersangkutan sudah akan habis 
masa akreditasnya, dan di sisi lain ada keterbatasan 
kuota yang menyebabkan sekolah tersebut belum dapat 
diakreditasi pada saat itu.  
Menanggapi masukan di atas, tim peneliti mengajukan 
argumentasi bahwa maksud awal penggunaan istilah 
“percepatan” dalam PAS MPM ini adalah merespon 
tema Hari Pendidikan Nasional 2017, yaitu “Percepat 
Pendidikan yang Merata dan Berkualitas”. Percepatan 
pendidikan yang merata dan berkualitas dapat 
terwujud jika semua sekolah sudah diakreditasi, sebab 
hanya dengan akreditasi tersebut, semua sekolah 
dapat ditentukan kualitasnya secara sah, dan baru 
kemudian dapat dipastikan apakah pendidikan di 
Indonesia sudah merata dan berkualitas. Penjelasan 
ini dimaksudkan untuk melihat adanya keterkaitan 
antara upaya mempercepat pendidikan yang merata 
dan berkualitas dengan upaya mengakreditasi sekolah.
Berdasarkan masukan di atas, peserta diskusi 
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penyusunan laporan sepakat untuk memperbaiki 
pengertian PAS MPM, baik dari segi substansi maupun 
istilah. Dari segi substansi, pengertian mengakreditasi 
lebih dini atau percepatan akreditasi sebenarnya tidak 
tepat, sebab aturan dasarnya membolehkan sekolah 
untuk diakreditasi kapan saja asalkan tidak lebih 
dari lima tahun. Hal ini sesuai dengan Permendikbud 
Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi 
Nasional yang menjelaskan bahwa akreditasi sekolah 
dapat dilakukan lima tahun sekali dan dimungkinkan 
untuk dilakukan lagi meskipun belum mencapai lima 
tahun. Artinya, akreditasi lebih dini memang sudah 
selayaknya dapat dilakukan dan tidak ada masalah 
yang perlu diangkat dalam hal tersebut. Hal yang 
lebih penting untuk diangkat permasalahannya adalah 
bagaimana agar akreditasi sekolah dapat menjangkau 
ke seluruh sekolah yang memang sudah waktunya 
untuk di akreditasi, dan untuk itu diperlukan dukungan 
dan sumber dana alternatif selain APBN dan APBD 
provinsi dan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut 
maka disepakati bahwa istilah “akreditasi lebih dini” 
diganti dengan “akreditasi dengan biaya mandiri”, 
sehingga istilah lengkapnya adalah “Akreditasi Sekolah 
Biaya Mandiri (ASBM)”.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka pengertian 
PAS MPM diubah menjadi ASBM yang maknanya 
adalah: melakukan akreditasi sekolah dengan 
melibatkan sekolah dalam pembiayaannya.
b. Tujuan
PAS MPM bertujuan untuk: (1) meningkatkan 
keterlibatan masyarakat dan sekolah dalam 
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akreditasi sekolah, terutama dalam pembiayaan; (2) 
mempercepat terwujudnya sekolah yang bermutu dan 
terakreditasi; dan (3) memberikan peluang secara legal 
kepada sekolah untuk berperan di dalam pembiayaan 
akreditasi. Konsep tentang tujuan PAS MPM ini tidak 
mendapat tanggapan dari peserta DKT dalam verifikasi 
dan validasi data. Oleh karena itu, tujuan yang tertulis 
di atas dinyatakan final dan sudah jelas.
c. Sasaran 
Sasaran PAS MPM yang ditawarkan dalam konsep 
awalnya  adalah sebagai berikut: 
1) Sekolah yang peringkat akreditasinya Tidak 
Terakreditasi (TT), C, dan B yang ingin 
meningkatkan peringkatnya, tetapi periodisasinya 
belum jatuh tempo untuk diakreditasi kembali;
2) Sekolah terakreditasi A yang sudah hampir habis 
masa berlakunya;
3) Sekolah yang belum pernah diakreditasi 
tetapi sudah pernah meluluskan siswanya dan 
menginginkan untuk segera diakreditasi.
Sasaran yang disebutkan di atas belum dipahami 
oleh banyak responden dan peserta DKT, padahal 
ketentuan tentang sasaran ini sangat menentukan 
dalam memberikan tanggapan atas pertanyaan 
atau pernyataan di dalam kuesioner maupun DKT. 
Perubahan terhadap saran ASBM perlu dilakukan 
secara redaksional, sebab redaksi yang sudah ada 
menimbulkan penafsiran yang tidak sesuai dengan 
yang dimaksudkan di dalam penelitian ini. Oleh 
karena itu, maka dilakukan perubahan redaksi 
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tentang sasaran ASBM sebagai berikut.
ASBM diperuntukkan bagi sekolah yang tidak 
masuk dalam kuota akreditasi sekolah secara 
reguler pada tahun berjalan, padahal  memiliki 
salah satu kriteria sekolah yang perlu segera 
diakreditasi, yaitu: 1) peringkat akreditasinya 
tidak terakreditasi (TT), C, dan B, dan ingin 
meningkatkan peringkatnya; 2) terakreditasi 
A tetapi sudah hampir habis masa berlakunya; 
3) belum pernah diakreditasi tetapi pernah 
meluluskan siswanya dan menginginkan untuk 
segera diakreditasi.
d. Waktu Pelaksanaan
ASBM dilaksanakan bersamaan dan menjadi satu 
kesatuan dengan akreditasi reguler yang dilaksanakan 
oleh BAP S/M di provinsi tempat sekolah peserta PAS 
MPM berada. Tidak ada perbedaan cara pelaksanaan 
akreditasi  sekolah dalam PAS MPM yang menjadi 
satu kesatuan dengan akreditasi reguler. Penekanan 
dalam mengintegrasikan PAS MPM dengan akreditasi 
reguler adalah pemberian beban lebih kepada para 
asesor dan penjamin atau pengontrol mutu. Jika 
di dalam akreditasi reguler seorang asesor harus 
memvalidasi data sebanyak 2-3 sekolah, maka dengan 
pengintegrasian ini para asesor harus memvalidasi 4-5 
sekolah (tergantung jumlah sekolah yang mengikuti 
ASBM). Rencana pemberian beban kerja lebih kepada 
asesor sudah dikonfirmasikan kepada Kepala BAP S/M 
atau yang mewakili dalam DKT verifikasi dan validasi 
data di setiap lokasi penelitian. Batas sampai dengan 
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lima sekolah tersebut muncul dari Kepala BAP S/M 
DKI Jakarta.
e. Pembiayaan
Pembiayaan dalam PAS MPM berdasarkan analisis
data sekunder dan tinjauan pustaka diperoleh konsep
sebagai berikut: (1) dibiayai bersama antara pemerintah 
pusat, provinsi, dan daerah dengan sekolah; (2)
pemerintah mendanai biaya PAS MPM dengan cara
mengoptimalkan penggunaan dana pelaksanaan
akreditasi regular; dan (3) sekolah peserta PAS MPM
membiayai sebagian tahapan dari proses akreditasi
yang besarnya Rp 7.350.000,-
1) Kesanggupan Kepala Sekolah untuk Membiayai
Akreditasi Secara Mandiri
Pernyataan kepala sekolah tentang kesanggupannya 
untuk membiayai akreditasi secara mandiri yang
jumlahnya Rp7.350.000 per sekolah diperoleh data
sebagai  berikut:
a) Para kepala SD dan SMP sebagian besar
menyatakan tidak sanggup untuk membiayai
akreditasi secara mandiri yang besarnya
Rp7.350.000 per sekolah. Persentasinya
mencapai 81,25 persen untuk kepala SD dan
76,92 persen untuk SMP (Lihat Tabel 4.1).
b) Para kepala SMA dan SMK banyak yang
menyatakan sanggup untuk membiayai
secara mandiri dalam akreditasi sekolah
yang besarnya Rp7.350.000 per sekolah.
Persentasinya  mencapai 67,86 persen untuk
SMA dan 50,00 persen untuk SMK. (lihat
Tabel 4.3).
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2) Tanggapan Kepala Sekolah Tentang PAS MPM
Ketika diminta untuk menanggapi apakah biaya
akreditasi mandiri  sebesar Rp7.350.000 per sekolah 
sebagai jumlah yang sesuai, diperoleh data sebagai
berikut:
Tabel 4.3  Jumlah Responden Kepala Sekolah yang Mampu 
Membiayai Sendiri dalam PAS MPM
No
Je
nj
an
g 
Se
ko
la
h
A
kr
ed
ia
ta
si
Ju
m
la
h
Mampu Membiayai Sendiri
Ya Tidak
n % n %
1 SD
A 17 4 23.53 13 76.47
B 29 5 17.24 24 82.76
C 2 0 0.00 2 100.00
Jumlah 48 9 18.75 39 81.25
2 SMP
A 36 9 25.00 27 75.00
B 14 3 21.43 11 78.57
C 1 0 0.00 1 100.00
E 1 0 0.00 1 100.00
Jumlah 52 12 23.08 40 76.92
3 SMA
A 14 10 71.43 4 28.57
B 7 4 57.14 3 42.86
C 3 2 66.67 1 33.33
E 4 3 75.00 1 25.00
Jumlah 28 19 67.86 9 32.14
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No
Je
nj
an
g 
Se
ko
la
h
A
kr
ed
ia
ta
si
Ju
m
la
h
Mampu Membiayai Sendiri
Ya Tidak
n % n %
4 SMK
A 16 7 43.75 9 56.25
B 22 12 54.55 10 45.45
C 7 4 57.14 3 42.86
E 1 0 0.00 1 100.00
Jumlah 46 23 50.00 23 50.00
TOTAL 174 63 36.21 111 63.79
a) Secara umum para kepala sekolah baik kepala
SD, SMP, SMA maupun SMK menyatakan
bahwa biaya akreditasi mandiri sebesar Rp
7.350.000 per sekolah bukan merupakan
jumlah yang sesuai. Dari 174 kepala sekolah
terdapat 63,2 persen yang menyatakan bahwa
besaran biaya tersebut bukan jumlah yang
sesuai, (Lihat Tabel 4.2). Namun demikian,
mereka juga tidak memberikan jawaban
mengenai besarnya biaya yang tepat; dari 174
responden terdapat 90.2 kepala sekolah yang
tidak memberikan jawaban, dan responden
lainnya menuliskan besaran yang bervariasi
Rp1.000.000,- s.d. Rp15.000.000,-. Tepatnya
ada dua kepala sekolah yang menuliskan
Rp1.000.000,- empat kepala sekolah
menuliskan Rp1.500.000,- satu kepala sekolah
menuliskan Rp2.000.000,- lima kepala sekolah
menuliskan Rp 5.000.000,- satu kepala sekolah
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menuliskan Rp5.500.000,- satu kepala sekolah 
menulis-kan Rp7.500.000,- satu kepala sekolah 
menuliskan Rp10.000.000,- dan satu kepala 
sekolah menuliskan Rp15.000.000,-.
b) Meskipun secara umum para kepala sekolah
menyatakan bahwa Rp7.350.000,- bukan
besaran biaya yang tepat, namun khusus untuk 
kepala SMA banyak yang menyatakan bahwa
besaran tersebut sudah sesuai; 57,1 persen yang
menyatakan demikian. (Lihat Tabel 4.4)
Tabel 4.4  Jumlah Responden Kepala Sekolah yang Menyatakan 
Bahwa Biaya Akreditasi Mandiri Sebesar Rp7.350.000 Per 
Sekolah Sebagai Jumlah yang Sesuai
No Jenjang Sekolah n
Sebagai Jumlah yang Sesuai
Ya Tidak
n % n %
1 SD 48 9 18,80 39 81,3
2 SMP 52 11 21,2 41 78,8
3 SMA 28 16 57,1 12 42,9
4 SMK 46 18 39,1 28 60,9
Jumlah 174 54 31,03 120 68,97
Dilihat dari bervariasinya besaran biaya yang disampaikan 
oleh para responden dapat artikan bahwa para kepala sekolah 
yang memberikan jawaban tidak menggunakan perhitungan 
yang obyektif, baik dari segi unsur yang dibiayai maupun 
besaran biaya setiap unsurnya. Melihat data ini dan didukung 
oleh banyaknya responden tidak memberikan jawaban 
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mengenai besaran biaya akreditasi mandiri yang tepat, maka 
diputuskan bahwa besaran anggaran yang diajukan oleh tim 
peneliti berdasarkan tinjauan sudah tepat, yaitu Rp7.350.000,- 
per sekolah. 
3) Tanggapan Kepala Sekolah Tentang Komite 
Sekolah Sebagai Sumber Biaya 
a) Secara umum, para kepala sekolah tidak 
setuju jika komite sekolah merupakan sumber 
pendanaan dalam ASBM (Lihat Tabel 4.5).
b) Secara umum, mereka berpendapat bahwa 
biaya akreditasi merupakan tanggung jawab 
pemerintah sehingga harus dianggarkan 
secara penuh dari APBN atau memanfaatkan 
sebagian dari Dana Operasional Sekolah 
(BOS).
Tabel 4.5  Jumlah Responden Kepala Sekolah yang Menyatakan 
Bahwa Komite Sekolah sebagai Sumber Biaya yang Tepat dalam 
ASBM
No Jenjang Sekolah n
Komite  Sekolah sebagai Sumber 
Biaya yang Sesuai
Ya Tidak
n % n %
1 SD 48 7 14,6 41 85,4
2 SMP 52 10 19,2 42 80,8
3 SMA 28 9 32,1 19 67,9
4 SMK 46 12 26,1 34 73,1
174 38 21,8 136 78,2
Berdasarkan data di atas jelas terlihat bahwa sebagian besar 
responden tidak setuju jika pembiayaan PAS MPM bersumber 
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dari penggalangan dana yang dilakukan oleh komite sekolah. 
Hal ini sebenarnya sangat naif, sebab pencapaian mutu 
merupakan tanggung jawab bersama antara komunitas sekolah 
dengan pemerintah. Selain itu, komite sekolah juga sudah 
diberi wewenang untuk menggalang dana untuk pembiayaan 
program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang 
tidak dianggarkan. Hal ini tercantum di dalam Permendikbud 
Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 10, ayat (1)  dan ayat (5).
Penelitian ini harus membuat keputusan tentang sumber 
dana yang dapat membiayai PAS MPM. Setelah melihat fakta 
negatif bahwa para kepala sekolah banyak yang tidak setuju 
bila PAS MPM dibiayai oleh pihak sekolah terutama komite, 
bukan berarti PAS MPM harus dibatalkan. Alasannya, karena 
kepala sekolah yang setuju bahwa PAS MPM melibatkan 
sekolah dalam pembiayaannya juga cukup banyak. Alasan 
lainnya adalah bahwa PAS MPM merupakan pilihan alternatif 
bagi sekolah ketika sekolah tersebut sudah menginginkan 
atau sudah saatnya untuk diakreditasi, namun belum dapat 
diakreditasi oleh pemerintah karena habisnya kuota. Karena 
sifatnya yang alternatif, maka pihak sekolah boleh menempuh 
PAS MPM dan juga boleh tidak.
Keabsahan atau kesesuaian suatu kebijakan dengan peraturan 
yang berlaku adalah suatu keharusan. Hal ini dimaksudkan agar 
di dalam implementasinya tidak menimbulkan permasalahan 
hukum yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas 
pelaksana di lapangan. Permendikbud  Nomor 75 Tahun 2016 
Pasal 10, ayat (1) dan ayat (5) sebenarnya sudah cukup memberi 
wewenang bagi komite sekolah untuk menggalang dana dari 
berbagai sumber dalam peningkatan mutu sekolah termasuk di 
dalamnya membiayai PAS MPM. Namun demikian, agar pihak 
sekolah dapat lebih leluasa mencari dana untuk PAS MPM, maka 
perlu diberikan alternatif tambahan untuk membiayai PAS 
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MPM. Jika dilihat dari banyaknya responden yang mengusulkan 
agar PAS MPM dapat didanai dari BOS, maka di dalam 
Juklak dan Juknis pengelolaan dana BOS perlu ditambahkan 
bahwa dana BOS dapat digunakan untuk membiayai ASBM. 
Satu hal lagi yang perlu dilakukan adalah melakukan revisi 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 
terutama Pasal 14, Pasal 23, dan Pasal 24 yang menjelaskan 
bahwa penyelenggaraan dan/atau fasilitasi terhadap akreditasi 
program pendidikan dan satuan pendidikan dilakukan oleh 
pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. 
Peraturan ini yang menggiring para kepala sekolah untuk tidak 
setuju terhadap pembiayaan akreditasi secara mandiri. Revisi 
terhadap Peraturan Pemerintah tersebut harus mengarah 
kepada pelibatan sekolah dalam akreditasi.
Setelah memperhatikan tanggapan kepala sekolah komite 
sekolah sebagai sumber pembiayaan ASBM, maka dapat 
disimpulkan bahwa pembiayaan di dalam ASBM dapat dibiayai 
oleh pihak sekolah, meskipun masih ada penolakan yang 
muncul dari sebagian kepala SD, SMP, dan SMK. Sumber dana 
yang dapat digunakan adalah dana dari hasil penggalangan 
dana oleh Komite Sekolah dan   BOS.
Berdasarkan kajian pustaka dan hasil verifikasi dan validasi 
data dapat dibuat kesimpulan mengenai pembiayaan PAS MPM 
sebagai berikut: (1) dibiayai bersama antara pemerintah pusat, 
provinsi, dan daerah dengan sekolah; (2) pemerintah mendanai 
biaya PAS MPM dengan cara mengoptimalkan penggunaan 
dana pelaksanaan akreditasi reguler; (3) sekolah peserta ASBM 
membiayai sebagian tahapan dari proses akreditasi yang 
besarnya Rp7.350.000,- (4) pembiayaan oleh sekolah bersumber 
dari hasil penggalangan dana oleh Komite Sekolah dan   BOS.
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2. Kesiapan Sekolah untuk Melaksanakan PAS MPM
Kesiapan sekolah untuk mengikuti PAS MPM terungkap 
di dalam DKT dalam rangka verifikasi dan validasi data. 
Secara umum, SD dan SMP merupakan jenjang pendidikan 
yang paling tidak siap untuk melaksanakannya dan SMA 
merupakan jenjang pendidikan yang paling siap. Khusus 
bagi SMK, ketidaksiapannya  lebih kepada banyaknya 
jurusan atau program yang harus diakreditasi sehingga 
memberatkan dalam pembiayaan.
Kesiapan sekolah untuk membiayai akreditasi secara 
mandiri sangat terkait dengan kemampuannya dalam 
menyediakan dana untuk akreditasi. SD dan SMP sebagai 
sekolah yang hanya mengandalkan dana BOS untuk 
pelaksanaan pembelajarannya dan tidak diperbolehkan 
memungut biaya dari siswa, mereka sangat keberatan 
jika harus membiayai PAS MPM.  Namun demikian, bagi 
sekolah yang rombongan belajar (rombel)nya besar lebih 
memiliki kemungkinan untuk melakukan pembiayaan 
secara mandiri.
Kesiapan SMA dalam membiayai akreditasi secara 
mandiri dikarenakan masih diperkenankannya SMA 
untuk melakukan penggalangan dana dari siswa dan 
melihat dampak hasil akreditasi terhadap perolehan hak 
bagi sekolah dan siswanya. Sebagai contoh adalah SMA. 
Bagi SMA yang terakreditasi A mempunyai hak untuk 
melakukan ujian sendiri dan berhak mendapatkan kuota 
lebih banyak untuk mendaftarkan siswa dalam SNMPTN.
Kesiapan SMK untuk melakukan pembiayaan mandiri 
dalam akreditasi sebenarnya hampir sama dengan SMA. 
SMK merasakan lebih berat bebannya dikarenakan 
akreditasinya per jurusan, sehingga harus lebih banyak 
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mengeluarkan biaya sesuai dengan jumlah jurusan yang 
ada. Terkait dengan hal tersebut, jumlah atau besaran biaya 
untuk setiap jurusan masih harus didiskusikan lebih lanjut. 
Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, semua jenjang sekolah 
baik SD, SMP, SMA maupun SMK akan keberatan untuk 
melakukan pembiayaan mandiri dalam akreditasi, sebab 
semua jenjang pendidikan tidak diperkenankan untuk 
melakukan penggalangan dana dari siswa atau orangtua 
siswa.
Dari seluruh penjelasan tentang kesiapan sekolah dalam 
melaksanakan PAS MPM sebagai berikut: (1) kesiapan 
sekolah untuk melaksanakan ASBM lebih kepada 
kemampuan menyediakan dana untuk akreditasi; (2) SD 
dan SMP merupakan satuan pendidikan yang paling tidak 
siap untuk melaksanakan ASBM; (3) SMK merupakan 
satuan pendidikan yang kurang siap melaksanakan ASBM 
karena banyaknya jurusan yang harus diakreditasi; dan 
(4) SMA merupakan satuan pendidikan yang paling siap 
melaksanakan ASBM. 
3. Tanggapan dan Kesiapan Pemerintah Provinsi dan/atau
Daerah untuk Melaksanakan PAS MPM
PAS MPM dapat membantu meningkatkan jumlah sekolah
yang terakreditasi yang  berdampak pada terwujud sekolah
yang bermutu secara sah. Jika akreditasi sekolah hanya
mengandalkan kuota dari APBN, APBD provinsi dan APBD 
daerah, maka akreditasi secara nasional tidak akan mampu
memvalidasi seluruh sekolah yang ada. Bukti nyata sudah
terlihat dari data hasil akreditasi secara nasional oleh BAN
S/M dan didukung oleh data dari beberapa daerah/lokasi
penelitian. Semua lokasi yang menjadi tempat verifikasi
dan validasi data sekunder memiliki sekolah yang belum
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terakreditasi atau terakreditasi ulang.
Inti dari tanggapan dan kesiapan pemerintah provinsi 
atau daerah terhadap rencana PAS MPM adalah pada 
pembiayaan. Pertama, pemerintah provinsi atau daerah 
pada dasarnya siap dan bisa membantu penyediaan dana 
akreditasi sekolah, karena sebagian provinsi juga sudah 
memberikan bantuan dana untuk akreditasi sekolah. 
Kedua, pengalokasian dana untuk akreditasi sekolah 
oleh pemerintah provinsi atau daerah harus didasari 
oleh peraturan yang dapat dijadikan dasar atau payung 
hukum untuk pengalokasian dana tersebut, dan sampai 
saat ini masih berlaku Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan  Pasal 14, Pasal 23, dan 
Pasal 24, yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan/
atau fasilitasi terhadap akreditasi program pendidikan dan 
satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, maka 
informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara 
Timur di dalam DKT yang menyatakan bahwa di dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak ada kewajiban 
bagi pemerintah daerah untuk melakukan akreditasi sudah 
terbantahkan. Ketiga, pembiayaan mandiri oleh sekolah 
sebaiknya dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Provinsi 
untuk satuan pendidikan SMA dan SMK, dan Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan SD 
dan SMP.
Terkait permasalahan yang perlu dipecahkan di dalam 
PAS MPM, yaitu mengenai pengelolaan dana PAS MPM 
dari setiap sekolah peserta PAS MPM. BAP S/M merasa 
keberatan jika harus bertanggung mengelola dana tersebut. 
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Sebagai contoh adalah BAP S/M Provinsi Sumatera Selatan. 
Mereka menganjurkan agar dana yang terkumpul dari 
sekolah peserta PAS MPM dikelola oleh Dinas Pendidikan 
Provinsi, dan pihak BAP S/M hanya menugaskan asesor 
dan pengontrol mutu akreditasi. Asesor dan pengontrol 
mutu akan menerima honor dan biaya perjalanan dari 
Dinas Pendidikan provinsi.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota secara umum 
telah siap mendukung pelaksanaan PAS MPM, terutama 
dalam mengoptimal-kan dana akreditasi dari APBN 
maupun APBD. Sebagai contoh adalah BAP S/M Provinsi 
DKI Jakarta yang menyatakan akan memberikan 
beban kerja lebih kepada asesor dan pengontrol mutu 
dalam akreditasi reguler. Jika biasanya para asesor dan 
pengontrol mutu memvalidasi  dokumen akreditasi dari 
2-3 sekolah, maka untuk selanjutnya akan diberi beban 
untuk memvalidasi data akareditasi sebanyak 4-5 sekolah 
ketika ada sekolah peserta ASBM. Tentu saja tergantung 
dari jumlah sekolah yang ikut dalam ASBM.
Dari seluruh uraian di atas dapat dikemukakan bahwa: 
a. Pemerintah provinsi dan kabupaten telah siap
melaksanakan PAS MPM dengan cara mengoptimalkan 
penggunaan dana akreditasi yang bersumber dari
APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota;
dan
b. BAP S/M tidak siap bahkan tidak bersedia mengelola
dana untuk akreditasi dari sekolah, dan disarankan
agar dana tersebut dikelola oleh Dinas Pendidikan
Provinsi.
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BAB V
SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian dapat simpulkan sebagai berikut: 
Konsep Percepatan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah
Pengertian Konsep awal ASBM adalah Percepatan Akreditasi 
Sekolah Melalui Pembiayaan Mandiri (PAS MPM). Dikarenakan 
penggunaan istilah “percepatan atau akreditasi lebih dini” 
dirasa kurang tepat, maka disepakati untuk mengganti istilah 
tersebut dengan istilah “Akreditasi Sekolah Biaya Mandiri 
(ASBM)”.  ASBM adalah akreditasi sekolah yang bertujuan 
mempercepat terwujudnya sekolah yang bermutu dengan 
meningkatkan  keterlibatan sekolah dalam pembiayaannya, 
atas inisiatif sekolah yang bersangkutan secara sukarela, dan 
dilaksanakan bersamaan dengan akreditasi reguler.
Tujuan ASBM
ASBM bertujuan untuk:
Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sekolah dalam 
akreditasi sekolah, terutama dalam pembiayaan; mempercepat 
terwujudnya sekolah yang bermutu dan terakreditasi; dan 
Memberikan peluang secara legal kepada sekolah untuk 
berperan di dalam pembiayaan akreditasi. Konsep tentang 
tujuan ASBM ini tidak mendapat tanggapan dari peserta DKT 
dalam verifikasi dan validasi data. Oleh karena itu, tujuan yang 
tertulis di atas dinyatakan final dan sudah jelas. Sasaran ASBM
ASBM diperuntukkan bagi sekolah yang tidak masuk 
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dalam kuota akreditasi sekolah secara reguler pada tahun 
berjalan, padahal  memiliki salah satu kriteria sekolah yang 
perlu segera diakreditasi, yaitu: 1) peringkat akreditasinya 
tidak terakreditasi/TT, C, dan B, dan ingin meningkatkan 
peringkatnya; 2) terakreditasi A tetapi sudah hampir habis 
masa berlakunya; 3) belum pernah diakreditasi tetapi pernah 
meluluskan siswanya dan menginginkan untuk segera 
diakreditasi.
Waktu Pelaksanaan ASBM
ASBM dilaksanakan bersamaan dan menjadi satu kesatuan 
dengan akreditasi reguler yang dilaksanakan oleh BAP S/M 
di provinsi tempat sekolah peserta ASBM berada. Tidak 
ada perbedaan cara pelaksanaan  akreditasi  sekolah dalam 
ASBM yang menjadi satu kesatuan dengan akreditasi reguler. 
Penekanan dalam mengintegrasikan ASBM dengan akreditasi 
reguler adalah pemberian beban lebih kepada para asesor 
dan penjamin atau pengontrol mutu. Jika di dalam akreditasi 
reguler seorang asesor harus memvalidasi data sebanyak 2-3 
sekolah, maka dengan pengintegrasian ini para asesor harus 
memvalidasi 4-5 sekolah (tergantung jumlah sekolah yang 
mengikuti ASBM). 
Pembiayaan dalam ASBM
ASBM dibiayai bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan 
daerah dengan sekolah. Pemerintah mendanai biaya ASBM 
dengan cara mengoptimalkan penggunaan dana pelaksanaan 
akreditasi reguler. Sekolah peserta ASBM membiayai sebagian 
tahapan dari proses akreditasi yang besarnya Rp7.350.000,-. 
Pembiayaan oleh sekolah bersumber dari hasil penggalangan 
dana oleh Komite Sekolah dan   BOS.Agar pemanfaatan dana 
BOS untuk ASBM tidak menyalahi peraturan, maka perlu 
dibuat ketentuan yang membolehkan dimanfaatkannya dana 
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BOS untuk membiayai ASBM. 
Pelibatan masyarakat atau sekolah dalam pembiayaan 
akreditasi sekolah terganjal oleh Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan, terutama Pasal 14, Pasal 23, 
dan Pasal 24 yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan/
atau fasilitasi terhadap akreditasi program pendidikan dan 
satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan 
revisi terhadap peraturan tersebut.
Kesiapan Sekolah untuk Melaksanakan ASBM 
Tanggapan dan kesiapan sekolah untuk melaksanakan 
ASBMadalah sebagai berikut: (1) kesiapan sekolah untuk 
melaksanakan ASBM lebih ditentukan oleh kemampuannya 
menyediakan dana untuk akreditasi; (2) SD dan SMP 
merupakan satuan pendidikan yang paling tidak siap untuk 
melaksanakan ASBM yang disebabkan oleh sulitnya mencari 
sumber dana; dan (3) SMA merupakan satuan pendidikan 
yang siap melaksanakan ASBM.
Tanggapan dan Kesiapan Pemerintah Provinsi dan/atau Daerah 
untuk Melaksanakan ASBM
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota secara umum telah 
siap mendukung pelaksanaan ASBM. Kesiapannya berupa 
kesediaan mengoptimalkan penggunaan dana akreditasi yang 
bersumber dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/
kota, yaitu menyertakan data sekolah peserta ASBM dalam 
setiap tahapan akreditasi reguler. Kesiapan lainnya adalah 
bersedia memberi beban kerja yang lebih kepada Asesor dan 
Pengontrol Mutu Akreditasi, yaitu memvalidasi 4-5 sekolah 
dari yang sebelumnya 2-3 sekolah. Satu hal yang tidak siap 
dilakukan oleh BAP SM adalah mengelola dana yang dibayarkan 
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oleh sekolah peserta ASBM, lembaga ini menyarankan agar 
dana tersebut dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
B. Opsi Kebijakan
Kebijakan akreditasi sekolah  pada saat ini seharusnya 
mengarah kepada terakreditasinya seluruh sekolah yang 
ada di Indonesia, sebab masih banyak sekolah yang belum 
terakreditasi dan akan terus terjadi penambahan pada setiap 
tahunnya. Ketika pemerintah tidak menambahkan kuota 
hingga seluruh sekolah dapat diakreditasi, maka peningkatan 
peran masyarakat dan sekolah dalam pembiayaan akreditasi 
menjadi salah satu cara untuk mengatasinya. Oleh karena itu, 
ASBM perlu ditindaklanjuti dan perlu ada pemilihan kebijakan 
yang tepat dalam penerapannya.
Hasil kajian ini menunjukkan bahwa secara umum para kepala 
sekolah tidak setuju jika akreditasi sekolah dibiayai oleh pihak 
sekolah melalui penggalangan dana oleh Komite Sekolah, dan 
mereka menyarankan agar ASBM menggunakan dana BOS. 
Ketidak-setujuan para kepala sekolah terhadap rencana ASBM 
bukan berarti harus membatalkan rencana penerapannya, 
sebab masih ada kepala sekolah yang setuju dengan ASBM. 
Hal ini merupakan potensi yang tidak boleh disia-siakan dan 
harus dikembangkan. Namun sebaliknya, jika pembiayaan 
mandiri dirasa berat oleh pihak sekolah dan dipaksakan 
untuk diterapkan, maka akan terjadi penolakan dan akan 
menyulitkan pihak sekolah dalam penerapannya.
1. ASBM Bersumber Dari Komite Sekolah
Penerapan ASBM menggunakan dana dari Komite Sekolah 
merupakan kebijakan yang paling ideal. Alasannya adalah: 
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a. Dari segi pelibatan publik, cara ini lebih menonjol 
dalam pemberdayaan masyarakat; 
b. Komite Sekolah telah memiliki dasar hukum untuk 
melakukan penggalangan dana, yaitu Permendikbud 
Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 10. Pada pasal 1 diatur 
bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan 
dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk 
melaksanakan fungsinya dalam memberikan 
dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta 
pengawasan pendidikan. Pada ayat 5 dijelaskan bahwa 
hasil penggalangan dana dapat digunakan untuk:
1) menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan; 
dan
2) pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan 
mutu sekolah yang tidak dianggarkan. Dalam 
pasal tersebut komite sekolah mempunyai salah 
satu kewajiban dalam peningkatan mutu melalui 
memberikan bantuan kepada sekolah untuk 
menyelenggarakan akreditasi dengan biaya 
mandiri.
2. ASBM Bersumber Dari BOS
ASBM dapat dibiayai dari dana Biaya Operasional Sekolah 
(BOS)  dan/atau Biaya Operasional Sekolah Daerah 
(BOSDA). Hal ini sesuai dengan masukan dari sebagian 
besar para kepala sekolah yang menjadi responden dalam 
penelitian ini. 
Dana yang bersumber dari dua sumber dana tersebut, 
dirasa tidak akan memberatkan sekolah ketika sebagian 
kecil dari dana tersebut digunakan untuk membiayai 
ASBM, sebab hanya terjadi lima tahun sekali sesuai 
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dengan siklus lima tahunan akreditasi sekolah. Dampak 
negatif bisa saja terjadi ketika dana BOS digunakan untuk 
membiayai ASBM. Namun hal ini hanya terjadi pada tahun 
berjalan dan bersifat sementara.
Penggunaan dana BOS dan BOSDA sudah diatur secara 
detail tentang penggunaannya, sehingga sulit untuk 
dapat memanfaatkan dana BOS bagi pendanaan ASBM. 
Untuk mengatasi hal ini diperlukan peraturan yang 
dapat  dijadikan payung hukum pemanfaatan dana BOS/
BOSDA bagi pendanaan ASBM. Dengan adanya ketentuan 
yang membolehkan dana BOS/BOSDA digunakan 
untuk mendanai ASBM, maka pihak sekolah akan dapat 
memanfaatkannya tanpa melanggar ketentuan.
3. Penyediaan Payung Hukum
Dalam pelaksanaan  ASBM perlu dibuat payung hukum 
untuk memperkuat legalitas dari pembiayaan mandiri. 
Oleh karena itu diperlukan revisi terhadap peraturan yang 
terkait dengan pelaksanaan ASBM terutama Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Pendidikan, agar terjadi pelibatan 
masyarakat/sekolah dalam akreditasi.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018
Penelitian dengan fokus “Percepatan Akreditasi Sekolah Melalui Pembiayaan Mandiri” ini merupakan bagian dari tema besar tentang Isu Mutu Sekolah (Akreditasi, SNP) seperti 
yang tercantum di dalam Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian 
Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan 
Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
0065/H2/KP/2017, tanggal 5 Januari 2017.
Perlunya percepatan akreditasi sekolah melalui pembiayaan mandiri 
sangat terkait dengan tema Hari Pendidikan Nasional Tahun 
2017, yaitu “Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas”, 
yang berarti perlu upaya mempercepat terwujudnya sekolah yang 
memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara merata yang 
dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, 
hal tersebut masih jauh dari harapan, sebab akreditasi sekolah 
untuk mengetahui ketercapaiannya terhadap SNP belum dapat 
menjangkau seluruh sekolah yang ada.
Penelitian ini berupaya untuk membuat konsep percepatan 
akreditasi sekolah melalui pembiayaan mandiri yang disesuaikan 
dengan minat, tanggapan dan kesanggupan  masyarakat sekolah. 
Oleh karena itu, konsep yang dihasilkan di dalam penelitian 
ini langsung dimintakan tanggapan kepada   para stakeholders 
pendidikan terutama kepala sekolah.
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